BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 3. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN AGROPOLITAN MOWEWE, LALOLAE, TINONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7

dan angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2040;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Agropolitan Mowewe, Lalolae, Tinondo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2023 tentang
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kolaka
Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Badan Pereacanaan Peobeaignan
Selentacis Decrah Dwerab, Penckimn dan Pengembangan
Kabupatun Kaleks T Kabupaten Koimks Tumur
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Menetapkan :

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 4
Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2040 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur
Nomor 78);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA

RUANG KAWASAN AGROPOLITAN MOWEWE, LALOLAE,
TINONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

Badlar Perercmnms Pomibs g
[merah Peaelitan dan Progembangan

ok ... L L B .. =



10.

K1

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah
kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat
kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.

Desa atau yang disebut dengan nama lain lembang,
selanjutnya disebut lembang, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola
Ruang.

Struktur Ruang adalah susunan  pusat-pusat
permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana
vang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki
hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam
suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk
fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi
daya.

Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR
adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan
Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk
mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai
dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan
program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib Tata Ruang.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara
rencana kKegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat
RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata
ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan PZ
kabupaten.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP
adalah bagian dari kabupaten dan/atau Kawasan
Strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun
RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam
RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
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Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat
SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan
batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan
karakteristik spesifik.

Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki
fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan
pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang
bersangkutan.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-
kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan
jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara
tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum
nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana
jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan
rencana kota.

Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan
nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan
pembangunan berkelanjutan.

Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi
dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia
dan sumber daya buatan.

Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH
adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok
yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah
maupun yang sengaja ditanam, dengan
mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air,
ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah
ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan
disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang
penetapan Zonanya dalam RDTR.

Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan
untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam
pelaksanaan pembangunan.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat
dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan
pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang
termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau
pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam
penyelenggaraan penataan ruang.
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BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

N - Ao o

(1)

(2)

(3)

(4)

tujuan penataan WP;

rencana struktur Ruang;
rencana pola ruang;

ketentuan pemanfaatan ruang;
PZ; dan

kelembagaan.

Pasal 3

Delineasi WP Kawasan Agropolitan Mowewe, Lalolae,

Tinondo ditetapkan sebagai WP II berdasarkan aspek

fungsional dan/atau administrasi dengan luas empat

ribu empat ratus enam puluh tujuh koma tiga belas
hektare.

Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sebelah utara berbatasan dengan  sebagian
Kecamatan Mowewe dan Kecamatan Tinondo;

b. sebelah timur berbatasan dengan  sebagian
Kecamatan Mowewe;

c. sebelah selatan Dberbatasan dengan sebagian
Kecamatan Lalolae; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan sebagian
Kecamatan Tinondo.

Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. sebagian Desa Wesalo, Desa Keisio, Desa Lalosingi,
Desa Talodo, dan Kelurahan Lalolae di Kecamatan
Lalolae;

b. Sebagian Desa Nelombu, Desa Ulu Mowewe, Desa
Sabi-Sabila, Desa Puosu, Desa Lapangisi, Desa
Watupute, Kelurahan Woitombo Kelurahan Inebenggi,
Kelurahan Horodopi di Kecamatan Mowewe; dan

c. Sebagian Desa Solewatu, Desa Tawa-tawaro, Desa
Tawarombadaka, Desa Talata, Desa Lamunde, dan
Kelurahan Tinengi di Kecamatan Tinondo.

Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi

menjadi empat SWP terdiri atas:

a. SWP IILA mencakup sebagian Desa Nelombu, Desa
Ulu Mowewe, Desa Sabi-Sabila, Desa Puosu, Desa
Lapangisi, Desa Watupute, Kelurahan Woitombo
Kelurahan Inebenggi, Kelurahan Horodopi, terdiri atas
Blok II.A.1, Blok I1.A.2 dan Blok 11.A.3;

b. SWP II.LB mencakup sebagian Desa Wesalo, Desa
Keisio, Desa Lalosingi, Desa Talodo, dan Kelurahan
Lalolae terdiri atas Blok I1.B.1, Blok I1.B.2, Blok II.B.3:

c. SWP II.C mencakup sebagian Desa Solewatu, Desa
Tawa-tawaro, Desa Tawarombadaka, Desa Talata,

Desa Lamunde, dan Kelurahan Tinengi terdiri atas
Blok II.C.1, Blok II1.C.2 dan Blok I1.C.3; dan
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(5) Delineasi WP Kawasan Agropolitan Mowewe, Lalolae,
Tinondo sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Agropolitan
Mowewe, Lalolae, Tinondo sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan Kketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Kawasan Agropolitan Mowewe, Lalolae,
Tinondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
bertujuan untuk menciptakan Kawasan Agropolitan Mowewe,
Lalolae, Tinondo sebagai pusat produksi pertanian dan
perkebunan, perdagangan dan jasa dalam mendukung
pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi Kabupaten Kolaka
Timur.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(I) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b meliputi:

a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi; dan
C. rencana jaringan prasarana.

(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
c. pusat pelayanan lingkungan.

Eabupaten Kolalos Timmur
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(2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Pusat
Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Inebenggi di SWP
II.A pada Blok I1.A.2.
(3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
a. Sub Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Sabi-sabila
SWP II.A pada Blok 11.A.2;

b. Sub Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Lalolae di
SWP II.B pada Blok I1.B.2; dan

c. Sub Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Tinengi SWP
I1.C pada Blok II.C.1.

(4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c¢ meliputi pusat lingkungan
kelurahan/desa.

(5) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat di:

a. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Ulu Mowewe di
SWP II.A pada Blok I1.A.3;

b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Nelombu di SWP
II.A pada Blok II.A.2,

c. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Woitombo di SWP
II.A pada Blok I1.A.2;

d. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Puosu di SWP II.A
pada Blok I1.A.2;

e. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Lapangisi di SWP
I[I.A pada Blok I1.A.1;

f. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Watupute di SWP
[I.A pada Blok I1.A.1;

g. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Horodopi di SWP
[I.A pada Blok I1.A.1;

h. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Wesalo di SWP
[1.B pada Blok I1.B.1;

i. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Keiso di SWP II.B
pada Blok I1.B.2;

J. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Lalosingi di SWP
[1.B pada Blok I1.B.3;

k. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Talodo di SWP
II.B pada Blok I1.B.3;

l. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Lamunde di SWP
[1.C pada Blok I1.C.1;

m. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Talata di SWP II.C
pada Blok II.C.1;

n. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Tawarombadaka
di SWP II.C pada Blok II.C.2;

0. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Tawa-tawaro di
SWP II.C pada Blok I1.C.3;

p. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Solewatu di SWP
[1.C pada Blok I1.C.3;

(6) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I[II.LA yang
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7
Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
a. jalan umum;

b. terminal penumpang;

c. jembatan;

d. halte;

e. jaringan jalur kereta api antar kota; dan

f. stasiun kereta api.

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Jalan Umum

Pasal 8
Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf a meliputi:
a. jalan arteri primer;
b. jalan kolektor primer;
c. Jjalan lokal primer;
d. jalan lingkungan primer; dan
e. jalan lingkungan sekunder.

Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi Ruas Kolaka (Sp.Kp.Baru)- Rate Rate
(Bts. Kab.Kolaka Timur/Bts. Kab.Konawe) melintas di
SWP IILA dan SWP 11.B;

Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C;
Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ melintas di SWP I.A;

Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d melintas di SWP IIl.A, SWP I1.B, dan SWP
11.C.

Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e melintas di SWP I1.A, SWP I1.B, dan SWP
I1.C.
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Paragraf 2
Terminal Penumpang

Pasal 9
(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi terminal penumpang
tipe C.
(2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi Terminal Mowewe di SWP II.A pada Blok
I1.A.2.

Paragraf 3

Jembatan

Pasal 10
Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf ¢ meliputi:

a. Jembatan S. Koloimba di SWP I1.B pada Blok II.B.1;

b. Jembatan di SWP II.LA pada Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan
Blok I1.A.3;

c. Jembatan di SWP I1.B pada Blok I1.B.1, Blok II.B.2; dan

d. Jembatan di SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok
3.C.3.

Paragraf 4
Halte

Pasal 11
Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d
terdapat di:
a. SWPIIL.A pada Blok II.A.1 dan Blok I1.A.2;
b. SWP II.B pada Blok I1.B.1, Blok I1.B.2, Blok I1.B.3 ; dan
c. SWPII.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 5
Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota

Pasal 12

(1) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi
jaringan jalur kereta api antarkota Kolaka - Kendari
melintas di SWP I1.B; dan

(2) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat indikatif dan
perwujudannya ditetapkan berdasarkan kajian teknis
dan Kkebijakan dari instansi terkait sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(1)
(2)

(3)

Paragraf 6
Stasiun Kereta Api

Pasal 13

Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf f meliputi stasiun penumpang kecil;
Stasiun penumpang kecil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi Stasiun Lalolae di SWP II.B pada Blok
[1.B.2; dan

Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersifat indikatif dan perwujudannya ditetapkan
berdasarkan kajian teknis dan kebijakan dari instansi
terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ meliputi:

onoo

ot

s

(1)

(2)

(3)

rencana jaringan energi;

rencana jaringan telekomunikasi;

rencana jaringan sumber daya air;

rencana jaringan air minum;

rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun (B3);

rencana jaringan persampahan;

rencana jaringan drainase; dan

rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 15
Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf a meliputi:
a. pembangkit listrik tenaga diesel:;
b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
d. gardu listrik.
Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi PLTD Mowewe di
SWP II.A Blok II.A.1.
Jaringan  transmisi tenaga listrik antarsistem
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV Kolaka-
Unaaha melintas di SWP II.A dan SWP II.B.
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(4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ meliputi saluran udara tegangan
rendah (SUTR) melintas di SWP II.LA, SWP II.B, dan SWP
II.C.

(5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d meliputi gardu distribusi terdapat di:

a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok I1.A.2, dan Blok 11.A.3;

b. SWPII.B pada Blok II.B.1; Blok I1.B.2, dan Blok I1.B.3;
dan

c. SWP IL.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3

(6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

(I) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
a. jaringan tetap;

b. jaringan bergerak seluler.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi jaringan serat optik melintas di SWP
I[I.A, SWPII.B, dan SWPII.C.

(3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berupa menara base transceiver station
(BTS) terdapat di:

a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok I1.A.3;

b. SWP II.B pada Blok I1.B.1, Blok I1.B.2 dan Blok I1.B.3;
dan

c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3.

(4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.LD yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17
(I) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf ¢ meliputi:
a. sistem jaringan irigasi; dan
b. bangunan sumber daya air.
(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:

Thaclary Prere rcamasn Pemdsanguinsn
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a. jaringan irigasi primer melintas di SWP I.LA, SWP I1.B,
dan SWP II.C;

b. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP [I.A, SWP
I1.B, dan SWP II.C; dan

c. jaringan irigasi tersier melintas di SWP II.A, SWP II.B,
dan SWP II.C.

(3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:

a. pintu air terdapat di SWP II.A pada Blok I1.A.1; dan
b. prasarana irigasi terdapat di:

1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok I1.A.2;

2. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3.

(4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.LE yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 18
(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf d meliputi:

a. jaringan perpipaan; dan

b. bukan jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:

a. unit air baku meliputi bangunan pengambil air baku
terdapat di SWP II.LB pada Blok II.B.1 dan SWP II.C
pada Blok II1.C.1;

b. unit produksi meliputi instalasi produksi terdapat di:

a) SWP II.B pada Blok I1.B.2; dan
b) SWP II.C pada Blok II.C.1.

c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi
melintas di SWP [I.LA, SWP I1.B, dan SWP I1.C;

(3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:

a. sumur pompa terdapat di:

1. SWPIIL.A pada Blok I1.A.1; dan
2. SWPIIL.C pada Blok II.C.1.

b. bak penampungan air hujan terdapat di SWP ILA

pada Blok I1.A.2
(4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan Kketelitian detail informasi skala

1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun (B3)

Pasal 19

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah

bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana

dimaksud dalam pasal 14 huruf e meliputi:

a. Sistem pengelolaan air limbah non domestik;

b. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan

c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun (B3).

Sistem  pengelolaan air limbah non domestik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi

infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik

terdapat di:

a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non
domestik Puskemas Mowewe di SWP II.A pada Blok
[1.A.2;

b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non
domestik Puskemas Lalolae di SWP II.B pada Blok
[1.B.2:

c. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non
domestik Puskemas Tinondo di SWP II.C pada Blok
[I.C.1: dan

d. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non
domestik Kawasan Peruntukan Industri Tinondo di
SWP II.C pada Blok II.C.1.

Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi

sub-sistem pengolahan setempat terdapat di:

a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok I1.A.3;

b. SWP I1.B pada Blok I1.B.1, Blok II.B.2, Blok I1.B.3; dan

c. SWPII.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3.

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan

beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c berupa sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya

dan beracun (B3) Kawasan Peruntukan Industri Tinondo

di SWP II.C pada Blok II.C.1.

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah

bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
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Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 20
(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf f meliputi tempat pengelolaan
sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R);
(2) Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle
(TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
a. SWP ILLA pada Blok II.A.1 dan Blok I1.A.2;
b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3;
dan
c. SWPIILC pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II1.C.3.
(3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan Kketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.LH yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 21

(I) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam

pasal 12 huruf g meliputi:

a. jaringan drainase primer;

b. jaringan drainase sekunder;
c. jaringan drainase tersier;

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a melintas di SWP II.A, SWP I1.B, dan SWP
I1.C.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b melintas di SWP II.A, SWP I1.B, dan SWP
I1.C.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ melintas di SWP II.A, SWP I1.B, dan SWP
I1.C.

(5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 22
(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf h meliputi:
a. jalur evakuasi bencana;
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(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

b.

tempat evakuasi;

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:

a. Jalan Kolaka (Sp.Kp.Baru)- Rate Rate (Bts. Kab.Kolaka
Timur/Bts. Kab.Konawe) melintas di SWP II.A dan SWP
I1.B; dan

b. Jalan lainnya yang melintas di SWP II.A, SWP I1.B, dan
SWP II.C.

Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:

a.
b.

tempat evakuasi akhir.
tempat evakuasi sementara; dan

Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a meliputi:

a.

b.

C.

Lapangan Sepak Bola Lapaeno di SWP II.A pada Blok
[I.A.2;

Lapangan Sepak Bola Lalolae di SWP II.B pada Blok
[1.B.2; dan

Lapangan Kecamatan Tinondo di SWP II.C pada Blok
B.C.1.

Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b meliputi:

a.
b.

C.

1.

J:

Lapangan Horodopi di SWP II.A pada Blok I1.A.1;
Lapangan Bola Abdul Majid di SWP II.A pada Blok
[I.LA.2;

Halaman gedung sekolah SMKN 1 Mowewe di SWP
[[.A pada Blok I1.A.2;

Lapangan Ulu Mowewe di SWP II.A pada Blok I11.A.3;
Lapangan pondok pesantren Al Bukhari di SWP II.B
pada Blok I1.B.1;

Lapangan gedung sekolah SD Negeri 1 Keiso di SWP
[I.B pada Blok II.B.2;

Lapangan gedung sekolah SMP Negeri 1 Lalolae di
SWP II.B pada Blok I1.B.3;

Lapangan gedung sekolah SD Negeri 1 Talodo di SWP
I1.B pada Blok II.B.3;

Lapangan gedung sekolah SMA Negeri 1 Tinondo di
SWP I1.C pada Blok II.C.1

Lapangan gedung sekolah SMP Negeri 2 Tinondo di
SWP II.C pada Blok I1.C.3

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf ¢ meliputi:

a. Zona Lindung; dan
b. Zona Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 24
Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
huruf a terdiri atas:
a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
b. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH;
¢. Zona cagar budaya CB; dan
d. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 25

(1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan
luas 52,67 (lima puluh dua koma enam tujuh) hektare
berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode
PS.

(2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 52,67
(lima puluh dua koma enam tujuh) hektare terdapat di:

a. SWP IL.A pada Blok I1.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;

b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
dan

c. SWPIIL.C pada Blok I1.C.1, Blok I1.C.2, dan Blok II.C.3.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 26
(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dengan
luas 10,04 (sepuluh koma nol empat) hektare meliputi:
a. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3,;
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(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;

c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan

d. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
luas 1,48 (satu koma empat delapan) hektare terdapat di
SWP II.B pada Blok II1.B.2.

Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan

luas 6,53 (enam koma lima tiga) hektare terdapat di:

a. SWP IILA pada Blok II.A.1, Blok I1.A.2, dan Blok II.A.3;
dan

b. SWPII.C pada Blok II.C.1.

Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas 1,65 (satu

koma enam lima) hektare terdapat di:

a. SWP II.A pada Blok I1.A.2; dan

b. SWP II.C pada Blok II.C.1.

Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan luas 0,38 (nol

koma tiga delapan ) hektare terdapat di:

a. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan

b. SWPIIL.B pada Blok I1.B.3;

Paragraf 3
Zona Cagar Budaya

Pasal 27

Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf ¢ dengan luas 0,96 (nol
koma sembilan enam) hektare berupa Sub-Zona cagar
budaya dengan kode CB.

Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,96 (nol koma
Sembilan enam) hektare terdapat di Gereja Ds. Hendrik
Van Der Klift di SWP II.A pada Blok I1.A.2.

Paragraf 4
Zona Badan Air

Pasal 28
Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 huruf d dengan luas 28,33 (dua puluh
delapan koma tiga tiga) hektare berupa Sub-Zona badan
air dengan kode BA.

Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 28,33 (dua puluh
delapan koma tiga tiga) hektare terdapat di:

a. SWP IL.A pada Blok I1.A.1, Blok II1.A.2, Blok I1.A.3;
b. SWP II.B pada Blok I1.B.1; dan
c. SWPII.C pada Blok II.C.1, dan Blok II.C.3.
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Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 29

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(1) huruf b meliputi:

SERSe R0 O

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Zona pertanian dengan kode P;

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
Zona perumahan dengan kode R;

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
Zona campuran dengan kode C;

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;

Zona perkantoran dengan kode KT;

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 30
Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 huruf a dengan luas 3.113,51 (tiga ribu
seratus tiga belas koma lima satu) hektare meliputi:
a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;
c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3;
d. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
luas 2.729,79 (dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan
koma tujuh sembilan) hektare terdapat di:
a. SWP IILA pada Blok II.A.1, Blok I1.A.2, dan Blok I1.A.3;
b. SWP II.B pada Blok I1.B.1, Blok I1.B.2, dan Blok II.B.3;
dan
c. SWPII.C pada Blok I1.C.1, Blok 1I.C.2, dan Blok II.C.3.
Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 80,63
(delapan puluh koma enam tiga) hektare terdapat di:
a. SWP II.A pada Blok I1.A.1, Blok I1.LA.2, dan Blok I1.A.3;
dan
b. SWP II.C pada Blok II.C.3.
Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas 302,63 (tiga
ratus dua koma enam tiga) hektare terdapat di:
a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok I1.A.2;
b. SWP II.B pada Blok I1.B.1, Blok I1.B.2, dan Blok I1.B.3;
dan
c. SWPIILC pada Blok II.C.1, Blok I1.C.2, Blok II.C.3.
Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,45 (nol

koma empat lima) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok
II.A.1.
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Paragraf 2
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 31
Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dengan
luas 104,61 (seratus empat koma enam satu) hektare.
Zona kawasan peruntukn industri dengan kode KPI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 104,61
(seratus empat koma enam satu) hektare terdapat di SWP
II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 3
Zona Perumahan

Pasal 32
Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 huruf c¢ dengan luas 956,39 (sembilan
ratus lima puluh enam koma tiga sembilan) hektare
meliputi:
a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode
R-3;
b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode
R-4:; dan
c. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah
dengan kode R-5.
Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-
3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
luas 252,65 (dua ratus lima puluh dua koma enam lima)
hektare terdapat di:
a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok I1.A.2;
b. SWP II.B pada Blok I1.B.2; dan
c. SWPII.C pada Blok II.C.1.
Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-
4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
luas 405,53 (empat ratus lima koma lima tiga) hektare
terdapat di:
a. SWP II.A pada Blok I1.A.1, Blok I1.A.2, dan Blok II.A.3;
b. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.
Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan
kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dengan luas 298,21 (dua ratus sembilan puluh delapan
koma dua satu) hektare terdapat di:
a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok I1.A.3;
b. SWP II.B pada Blok I1.B.1, Blok I1.B.2, dan Blok I1.B.3;
dan
c. SWPIIL.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok I1.C.3.
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Paragraf 4
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 33
Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dengan
luas 45,21 (empat puluh lima koma dua satu) hektare
meliputi:
a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2:
dan
c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
luas 13,93 (tiga belas koma sembilan tiga) hektare
terdapat di:
a. SWP ILLA pada Blok I1.A.2;
b. SWP II.B pada Blok II.B.1.
Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
luas 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) hektare
terdapat di:
a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok I1.A.2;
b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok I1.B.2;
c. SWPII.C pada Blok II.C.1 dan Blok II1.C.3.
Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas
20,70 (dua puluh koma tujuh kosong) hektare terdapat
di:
a. SWP II.A pada Blok I1.A.1, Blok I1.A.2, dan Blok II.A.3;
b. SWP II.LB pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3:
dan
c. SWPILC pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok I1.C.3

Paragraf 5

Zona Campuran

Pasal 34
Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 huruf e dengan luas 7,21 (tujuh koma
dua satu) hektare meliputi:
a. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-
1; dan
b. Sub-Zona campuran intesitas menegah/sedang
dengan kode C-2.

Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
luas 3,41 (tiga koma empat satu) hektare terdapat di SWP
[I.A pada Blok I1.A.2.

Sub-Zona campuran intesitas menegah/sedang dengan
kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
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dengan luas 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) hektare
terdapat di SWP I1.A pada Blok I1.A.2.

Paragraf 6
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 35
Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dengan luas 60,97
(enam puluh koma sembilan tujuh) hektare meliputi:
a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan
kode K-1;
b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan
kode K-2; dan
c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan
kode K-3.
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode
K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
luas 6,13 (enam koma satu tiga) hektare terdapat di SWP
[I.A pada Blok I1.A.2.
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode
K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
luas 27,14 (dua puluh tujuh koma satu empat) hektare
terdapat di SWP [I.A pada Blok II.A.1 dan Blok I1.A.2.
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode
K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan
luas 27,70 (dua puluh tujuh koma tujuh kosong) hektare
terdapat di:
a. SWP II.B pada Blok I1.B. 1, Blok I1.B.2, dan Blok I1.B.3;
dan
b. SWP II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 7
Zona Perkantoran

Pasal 36

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dengan luas 6,55
(enam koma lima lima) hektare.
Zona perkantoran dengan kode KT dengan luas 6,55
(enam koma lima lima) hektare terdapat di:
a. SWPIL.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok I1.A.3;
b. SWP II.B pada Blok II.B.1; Blok I1.B.2, dan Blok I1.B.3;

dan
c. SWP II.C pada Blok I1.C.1 dan Blok II.C.3.
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Paragraf 20
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 37

(1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i dengan
luas 1,53 (satu koma lima tiga) hektare.

(2) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,53
(satu koma lima tiga) hektare terdapat di:

a. SWP IL.A pada Blok I1.A.1 dan Blok II.A.2; dan
b. SWP II.B pada Blok II.B.2.

Paragraf 8
Zona Badan Jalan

Pasal 38
(1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 huruf j dengan luas 79,16
(tujuh puluh sembilan koma satu enam) hektare.

(2) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 79,16 (tujuh puluh
sembilan koma satu enam) hektare terdapat di:

a. SWP II.A pada Blok I1.A.1, Blok II.A.2, dan Blok I1.A.3;
b. SWP II.B pada Blok I1.B.1, Blok I1.B.2, Blok I1.B.3; dan
c. SWPII.C pada Blok II.C.1, Blok I1.C.2, dan Blok II.C.3.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam
mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola
Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Agropolitan
Mowewe,Lalolae, dan Tinondo.

(2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 40
(1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di WP Kawasan
Agropolitan Mowewe, Lalolae, Tinondo sebagaimana
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(2)

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 41
Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b meliputi:
a. program perwujudan;
b. lokasi;
c. sumber pendanaan;
d. instansi pelaksana; dan
e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:
a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdapat di SWP dan/atau Blok.
Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
c. anggaran pendapatan dan  belanja  daerah
kabupaten/kota; dan/atau
d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d terdiri dari:

a. kementerian/lembaga;

b. organisasi perangkat daerah (OPD);
c. Sswasta;

d. Masyarakat; dan/atau

e. pemangku kepentingan lainnya.

Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. tahap I pada periode tahun 2024

b. tahap Il pada periode tahun 2025-2029;

c. tahap IIl pada periode tahun 2030-2034;

d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan

e. tahap V pada peridode tahun 2040-2044.

Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
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BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi
aturan dasar.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Pasal 43

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
meliputi:

XN

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
ketentuan tata bangunan;

ketentuan prasarana dan sarana minimal;
ketentuan khusus; dan

ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

(1)

(2)

(3)

Pasal 44
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas:
a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan
diperbolehkan /diizinkan;
b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat
secara terbatas;
c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat
tertentu; dan/atau
d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak
diperbolehkan.
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang
diperbolehkan /diizinkan dengan klasifikasi I
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu
Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana
peruntukan ruang.
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan vyang
bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk
pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di
dalam Sub-Zona maupun hari untuk kegiatan
tertentu yang diusulkan;
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(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

b. pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan
luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona
maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak
mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di
sekitarnya,

c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan
yang diusulkan telah ada mampu melayani
kebutuhan dan belum memerlukan tambahan, maka
pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan melayani
kebutuhan dan belum memerlukan tambahan, maka
pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau
diizinkan terbatas dengan pertimbangan-
pertimbangan khusus;

d. pembatasan skala kegiatan, pemanfaatan yang
diusulkan dibatasi untuk kegiatan skala usaha
mikro dan kecil

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara
bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan kategori
kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan
persyaratan-persyaratan tertentu, berupa persyaratan
menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan limbah
dan persampahan serta sarana dan prasaran pengelolaan
pergerakan berupa tempat parkir, jalur sirkulasi,
dan/atau tempat bongkar muat sesuai peraturan
perundang-undangan
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak
diperbolehkan dengan Kklasifikasi X sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan
penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai
dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat
menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan
dan sekitarnya.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Zona Lindung; dan

b. Zona Budi Daya.

Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf

a meliputi:

a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;

b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
meliputi:

1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
3. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
4. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

c. Zona cagar budaya dengan kode CB;

d. Zona badan air dengan kode BA.

Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

huruf b meliputi:

a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
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9)

f.

E.

h.

2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;

3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan

4.Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.

Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan
kode R-3;

2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan
kode R-4; dan

3. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah
dengan kode R-5.

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU

meliputi:

1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;

2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode
SPU-2;

3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-
3; dan

Zona campuran dengan kode C meliputi:

1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode

C-1; dan
2. Sub-Zona campuran intesitas menegah/sedang
dengan kode C-2.

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:

1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota
dengan kode K-1;

2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan
kode K-2: dan

3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP
dengan kode K-3.

Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona

perkantoran dengan kode KT;

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;

dan

Zona badan jalan dengan kode BJ dengan kode BJ.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

(1)

(2)

Pasal 45

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:

a.

b.

C.

d.

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;

koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan
maksimum;

koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan

luas kaveling minimum.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII
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yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 46
(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 huruf c meliputi:
a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
c. Jjarak bebas antar bangunan minimal; dan
d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang
(JBB) minimum.
(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 47

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 huruf d mengatur jenis
prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang
harus ada pada setiap zona peruntukan.

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan
dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan
lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana
dan saran yang sesuai agar zona berfungsi secara
optimal.

(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 48
Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
huruf e terdiri atas:
a. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B):

b. kawasan rawan bencana; dan
c. sempadan.

Pasal 49

(1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan
(LP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a
meliputi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
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(2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan
(LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas
2.164,76 (dua ribu seratus enam puluh empat koma
tujuh enam) hektare, terdapat di:

a. SWP ILLA pada Blok II.A.1, Blok I1.A.2, dan Blok I1.A.3;

b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok I1.B.2, dan Blok I1.B.3;
dan

c. SWP II.C pada Blok I1.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II1.C.3.

(3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan
(LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebagai berikut:

a. Insentif diberikan kepada petani berupa:

1. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;

2. pengembangan infrastruktur pertanian;

3. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih
dan varietas unggul,;

4. kemudahan dalam mengakses informasi dan
teknologi;

S. penyediaan sarana dan prasarana produksi
pertanian;

6. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah
pertanian pangan melalui pendaftaran tanah
secara sporadik dan sistematik; dan/atau

7. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

b. Disinsentif berupa pencabutan insentif dikenakan
kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya:

c. pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan
sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk
kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan
syarat:

1. dilakukan kajian kelayakan strategis;

2. disusun rencana alih fungsi lahan;

3. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan

4. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang
dialihfungsikan.

(4) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan
(LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat Kketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 50
Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi kawasan
rawan bencana banjir tingkat tinggi.
Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir
tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan luas 167,84 (seratus enam puluh tujuh koma

delapan empat) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok
II.LA1 dan Blok I1.A.2.

Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. menyediakan informasi tentang jalur evakuasi
bencana, tempat evakuasi bencana, dan ketinggian
maksimal banjir hingga skala RT;

b. menyediakan kolam retensi dan detensi di setiap
kawasan rawan bencana banijir;

c. bangunan dilengkapi dengan sumur resapan;

d. sistem jaringan drainase harus dapat berfungsi dan
terkoneksi dengan jaringan drainase serta dapat
menampung debit air maksimal; dan

e. struktur bangunan di kawasan rawan bencana banjir
harus tanggap bencana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan khusus rawan bencana banjir tingkat tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran [X yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini

Pasal 51
Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 huruf ¢ meliputi sempadan
ketenagalistrikan.
Ketentuan  khusus  sempadan = ketenagalistrikan
sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan luas 22,92 (dua

puluh dua koma sembilan dua) hektare terdapat di:
a. SWP IL.A pada Blok I1.A.1; dan

b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok I1.B.2, dan Blok II.B.3.
Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Ketinggian bangunan di bawah bangunan SUTT tidak
boleh melebihi jarak bebas minimum vertikal dan
jarak andongan terendah di tengah gawang antar dua
tiang; dan

b. Jarak bebas minimum vertikal disesuaikan dengan
rencana pola ruang di bawah SUTT.
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(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 52
Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara
partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan
pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah,
instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi,
asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan
tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai
dengan peraturan  perundang-undangan  terkait
koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53
Jangka waktu RDTR Kawasan Agropolitan Mowewe,
Lalolae, Tinondo adalah 20 (dua puluh) tahun sejak
ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota dan dapat
ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima)
tahunan.
Dalam hal peninjauan kembali RDTR Kawasan
Agropolitan Mowewe, Lalolae, Tinondo terjadi perubahan
lingkungan strategis dapat dilakukan lebih dari 1 (satu)
kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berupa:
a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan;
b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan
dengan undang-undang;
c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan
dengan undang-undang; atau
d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang
berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati
Kolaka Timur tentang RDTR Kawasan Agropolitan
Mowewe, Lalolae, Tinondo dapat direkomendasikan oleh
Forum Penataan Ruang.

Kabupaten Kolaka Timur
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(5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan kriteria:
a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat
strategis dalam peraturan perundang-undangan;

b. rencana pembangunan dan pengembangan objek
vital nasional; dan/atau

c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di
sekitarnya.

(6) Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang RDTR Kawasan
Agropolitan Mowewe, Lalolae, Tinondo dilengkapi dengan
rencana dan album peta yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kolaka Timur
ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati Kolaka Timur ini mulai berlaku:

a. semua Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang tidak sesuai
dengan RTR harus disesuaikan dengan RTR melalui
kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.

b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR, berlaku ketentuan:

1. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah
dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa
berlakunya;

2. pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Kolaka
Timur yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan
Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan
Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati
ini; dan

3. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa
berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti
melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur .

Bedun Perencensen Pembangumnan
Daerah, Penelitian dan Pengsmbangarn
Kabupaian Kolaks Timur
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Ditetapkan di . TIRAWUTA
pada tanggal 2Z MARE T 2024

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ABD. AZIS

Diundangkan di ...T IRAWUTA
pada tanggal 22 MARET 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

I ftlasf

A1 NUHAMMAR. IRRAL. TONGASA, &-STR, M-ST )
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN "~ 'NOMOR 7.

AR . RAHMAT RAHMAN , $:H.
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Tadan Perenonmaan P mbsrgganen
Dmerab, Penelitan den Pengembangan
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR ...TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN AGROPOLITAN MOWEWE,

TINONDO, DAN LALOLAE

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

FROGRAM UTAMA

mmmmm

PJIM
I

2024

WAKTU PELAKSANAAN

PJM
In

2025
2029

PJM
1

2030
2034

PN IV

2035
2039

PJMV SUMBER
2040 DANA

2043

INSTANSI
PELAKSANA

Dinas Perdagangan,
Pcngpnl;:r:gan Kawasan Perdagangan dan Jasa SWP LA Blok 11LA.2 APBD Kab E?:.:!Em Koperasi
Litbang; Dinas PUPRP
Dina=s Perdagangan,
Pengm‘:ll;:nngun Kawasan Perdagangan dan Jasa SWP ILA Blok I1.A 2 APBD Kab Fl.';i;:lndeli
Litbang; Dinas PUPRP
Pengembangan Kawasan Campuran Intensitas Bappedan Lithang;
Tingg SWP 1A Blok ILA.2 APHD Kab s B
s - " Dinas Perumahan dan
ngembangan Kawasan Perumahan Kepadatan SWP ILA B Knwansan Permukiman
Sodeg A Blok ILA2 APBD Kab Kabupaten; Bappeda
- Litbang: Dinas PUPRP




PROGRAM UTAMA

WAKTU PELAKSANAAN

PJM PJIM PJM
I I Il

2025 2030
2029 2034

2035
2039

2024

PMIV PJMYV
2080

2043

SUMBER
DANA

INSTANSI
PELAKSANA

Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan

SWP ILA Blok 11LA.2

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten; Bappeda
Lithang; Dinas FUPRP

I Pengembangan Taman Kelurahan

SWP ILA Blok 11.A.2

APBD Kab

Dinas Perumahoan doan
Kawasan Permukiman

Kabupaten; Bappeda
Litbang; Dinas PUPRP

Pervujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Sabi-sabila

Pengembangan Kegiatan Perdagnngan dan Jasa
Slala Kota

SWP [LA Blok 11L.A2

APBD Kab

Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi

dan UKM; Bappeda
Litbang;, Dinas PUPRP

Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan
Rendah

SWP ILA Blok I1.A.2

APBD Kab

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Kabupaten; Bappeda
Litbang; Dinas PUPRP

Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan
Sangat Rendah

SWP ILA Blok ILA2

APBD Kab

Dinas Perumahan dan
KEawasan Permukiman

Kabupaten; Bappeda
Litbang; Dinas PUPRP

d Pengembangan Taman Kelurahan

SWP ILA Blok 11.A.2

APBD Kab

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten; Bappeda
Litbang; Dinas PUPRP

Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Lalolae

2 Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala
SWP

SWP IL.B Blak ILB.2

APBD Kab

Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi
dan UKM; Bappeda
Litbang: Dinas PUPRP




PROGRAM UTAMA

WAKTU PELAKSANAAN

PJM PJM PJM
I n 11

2025 2030

PIM IV PIJMYVY

2035 2040

2024

SUMBER
DANA

INSTANSI
PELAKSANA

Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan
Sedang

SWP IL.B Blok 11.B.2

2029 2034 2039 2043

APBD Kab

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukimean
Kabupaten; Bappeda
Litbang; Dinas PUPRP

Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan
Rendah

SWP I1.B Blok 11.B.2

APBD Kab

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten; Bappeda

Litbang; Dinas PUPRP

Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan
Sangat Rendah

SWP IL.B Blok 11.B.2

APBD Kab

[Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten; Happedna
Litbang; Dinas PUPRP

Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan
Sangat Rendah

SWP I1.B Blok I1.B.2

APBD Kab

Dinas Perumaohan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten; Bappeda
Litbang; Dinas PUPRP

f Pengembangan Taman Kecamatan

SWP I1.B Blok I1.B.2

AFBD Kab

Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman
Kabupaten; Bappeda

Lithang; Dinas PUPRP

Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Tinengi

A Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

SWP II.C Blok IL.C.1

APBD Kab

Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi

dan UKM; Bappeda
Litbang; Dinas PUPRP

Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa
% | Skala SWP

SWP IL.C Blok 11.C.1

APBD Kab

Dinas Perdagangan,
Perindusatrian, Koperasi
dan UKM; Bappeda
Litbang; Dinas PUPRP




PROGRAM UTAMA

Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadntan
Sedang

SWP IL.C Blok 11.C.1

WAKTU PELAKSANAAN

P.JM P.JN
| I

2025 2030
2029 2034

PMIV PIMV

2035
2039

2040
2043

SUMBER
DANA

APBD Kab

INSTANEI
PELAKSANA

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten; Bappeda
Litbang; Dinas PUPRP

Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan
Rendah

SWP IL.C Blok I1.C.1

APBD Kab

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten; Bappeda
Litbang: Dinas PUPRP

Pengrmbangan Kawasan Perumahan Kepadatan
Sangal Rendah

SWP I1.C Blok 11.C.1

APBD Kab

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten; Bappeda
Litbang; Dinas PUPRP

Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Ulu Mowewe

Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan
Rendah

SWP ILA Blok 11.A.3

APBD Kab

Dinas Perumahan dan
Kaownann Permukiman
Kabupaten; Bappeda
Litbang: Dinas PUPRP

Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan
Sangnt Rendah

SWP I1.A Blok 11LA.3

APBD Kab

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukaman
Kabupaten; Bappeda
Litbang, Dinas PUFEP

Pengembangan Taman Kota

SWP IL.A Blok 11.LA.3

APBD Kab

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten; Bappeda
Litbang: Dinas PUPRP

Pengembangan Taman Kelurahan

SWP ILA Blok 11.A.3

APBD Kab

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permulkiman
Kabupaten; Bappeda
Litbang; Dinas PUPRP

Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Nelombu




PROGRAM UTAMA

WAKTU PELAKSANAAN

PJM PJM PJM
I 1 i

2025 2030

PIMIV PIMYV

2035 2040

2024

SUMBER
DANA

INSTANSI
PELAKSANA

Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan
Sedang

SWP ILA Blok [LA.2

2029 2034 2039 204.3

APBD Kab

Dinas Perumnhan dan
Kawazan Permukiman

Kabupaten; Bappeda
Litbang; Dinas PUPRP

b Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan
Rendah

SWP ILL.A Blok [1.A.2

APBD Kah

Dinas Perumahan dan
Kawaszan Permukiman

Kabupaten; Bappeda
Litbang; Dinas PUPRP

Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan
Sangat Rendah

SWP 1L.A Blok 11LA.2

APBID} Kab

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Kabupaten; Bappeda
Litbang; Dinas PUPRP

d Pengembangan Taman Kecamatan

SWP ILA Blok 11LA.2

APBD Kab

Dhifmas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten; Bappeda
Litbang; Dinas PUPRP

Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Woitombo

Pengembangan Kawasan Campuran Intensitna
= Menengah

SWP ILA Blok 11.A2

APBD Kab

Dinas Periimahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten; Bappeda
Litbang; Dinas PUPRFP

b Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa
Skala WP

SWP ILA Blok 11LA.2

APBD Kab

Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi
dan UKM; Bappeda
Litbang; Dinas PUPRP

¢ Pengembangan Taman Kelurahan

SWPILA Blok 11.A.2

APBD Kab

Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi
dan UKM; Bappeda
Litbang: Dinas PUPRP

Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Puosu




PROGRAM UTAMA

Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan

WAKTU PELAKSANAAN

PJM PJm P.JM
| n m

2025 2030
2029 2034

PIMIV PJMV

2040
2043

2035
2039

2024

SUMBER
DANA

INSTANS!
PELAKSANA

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permuldman

a Rendah SWP ILA Blok 11.A.2 APBD Kab Kabupaten; B i
Litbang; Dinas PUPKP
Dinas Perumahan dan
b gﬂg‘f‘m Enwasan Peramshen Kepadaten. | oowp A Blok TA.2 APBD Kab ?Eﬁf_:m Bﬂ;m |
9 | Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Lapangisi
Dinas Perumahan dan
¢ [ e UOrmeln EORMINEE. | s it mal A1 APBD Kab “;:E“::_f‘mm"
Litbang; Dinas PUPRP
Dinas Perumahan dan
b | Pengembangan Kawasan Perkantoran SWP 11.A Blok ILA. 1 APBD Kab H;ﬂ“éfﬁmm“
Litbang, Dinas PUPRP
10 | perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Watupute
Dinas Perumahan dan
a E‘;}ﬁ:““ﬂ““ Kawasan Perumahan Kepadatan | qwp g o Blok LA 1 APBD Kab %ﬁ;i"“limml
Litbang; Dinas PUPRP
Dinas Perumahan dan
b Eﬂmﬂ““ et Peromulan Kepadieton | cors s Blak A1 APBD Kab K;:mumw
Litbang; Dinas PUPRP
Dinas Perumahan dan
¢ | Penpembangan Taman Kelurahan SWP ILA Blok ILA.1 APBD Kap | lawasan Permukiman

Kabupaten; Bappeda
Litbang; Dinas PUFRP

Perwujudan Pusat Lingkungan Helurahan/Desa Horodopi




WAKTU PELAKSANAAN

PJM PJM PJM
PJMIV PJMV SUMBER INSTANSI

DANA PELAKSANA

FROGRAM UTAMA 1 I 1t

2025 2030 2035 2040
2029 2034 2039 2043

2024

Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan
. Sedang

SWP I1.A Blok ILA.1

AFPBD Kab

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten; Bappeda
Lithang; Dinas PUPRP

Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan
Rendah

SWP ILA Blok ILA.1

APBD Kab

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten; Bappeda
Litbang: Dinas PUPRP

c Pengembangan Taman Kelurahan

SWP ILA Blok ILA.1

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten; Bappeda
Lithang; Dinas PUPRP

12

Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Wesalo

b Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala
SWP

SWP IL.B Blok 1L.B.1

APBD Kab

Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Kopernsi
dan UKM; Bappeda
Litbang; Dinas PUPRP

Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Sangat Rendah

& 5 t R fal SWPILE Blok 11.B.1 APBD Kab Kabupaten; Bapped

Litbang; Mnas PUPRP
L3 | Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Keiso

Dinas Perumahan dan
Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Kawasan Permukiman
b Sed SWP IL.B Blok 11.B.2 APBD Kab Kabupaten; B s
! Litbang; Dinas PUPRP
Dinas Perumahan dan
" Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan SWP I1B Blok 1l B.2 APBD Kab Kawasan Permukiman

Knbupaten; Bappeda
Litbang; Dinas PUPRP




WAKTU PELAKSANAAN

PJM PJIM PJM
i n - PAPMIV PIMV SUMBER INSTANSI]

PROGRAM UTAMA
2025 2030 2035 2040 DANA PELAKSANA

2029 2034 2039 2043

2024

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten; Bappeda
Litbang: Dinas PUPRP

d Pengembangan Taman Kelurahan SWP ILB Blok 11.B.2 APBD Kab

14 | perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Lalosingi

e ————

- Dinas Pe 5

[ e T BRRRRA. An- R SWP ILB Blok 11 B.3 APBD Kab | Perindustrian, Koperasi
dan UKM; Bappeda

Litbang; Dinas PUPRP

Pengembangan Kawa Perumahan Kepadatan Dinas Perumahan dan

b Ay - " 5 : B Kawasan Permulkdman
Sangat Rendih WP ILB Blok 11.B.3 AFPBD Kab Kabupaten; Ba |

Litbang; Dinas PUPRP

e

15 | perwnjudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Talodo

Dinas Perumahan dan
a | Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan | qun 1 B Biok 11.8.3 APBD Kap | Kawasan Permukiman

Sangat Rendah Eabupaten; Bappeda
Litbang; Dinas PUPRP

Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman
b Pengembangan Taman Kelurahan SWP I1.B Blok I[1.B.3 APBD Kab Kabupaten; Bappeda

| Litbang; Dinas PUPRP

———

e
e

16 Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Lamunde

Ka Perumahan Kepada Wﬂmﬁ
Pengembangan Kawasan £ tan Ka Permukiman
a Rendah SWF I1.C Biok 11.C.. 1 AFBD Kab Kabupaten; Bappeda

Lithang: Dinas PUPRP

Dinas Perumahan dan
b Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan | epm i1 o Blok 11.C.1 APHD Kab | Kawasan Permukiman

Sangat Rendah Kabupaten; Bappeda
Litbang: Dinas PUPRP




WAKTU PELAKEANAAN

PJM PJM PJIM

PROGRAM UTAMA 1 i It PIM IV POM V INSTANSI
Sas 2025 2030 2035 2040 PELAKSARA
2029 2034 2039 2043
17 | Perwnjudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Talata
Dinas Perdagangan,
a Emméﬁ;i Kegintan Perdaganan dan Jasa SWP I1.C Blok IL.C.1 APED Kab | Perindustrian, Koperasi
kala dan UKM; Bappeda
Litbang; Dinas PUPRP
Dinas Perumahan dan
b | EMMemUang ek Foammabe Scosfe. | swnCRlak .01 APBD Kab | Kawassn Permukiman
e Kabupaten; Bappeda
Litbang; Dinas PUPRP
Dinas Perumahan dan
Pengembangan Kawasan Perumahan "
c Rendah e Rapatatan SWP II.C Blok 11.C.1 APBRD Kab | Kawasan Permukiman
Kabupaten; Bappeda
Lithang: Dinas PUPRP
Dinas Perumahan dan
d ;‘“ m‘g‘"’mb”‘ﬂ'“ Kswasan Parumshan Kcpadatsn | gywp ¢ Biok 11.0.1 APED Kab | Kawasan Permukiman
Kabupaten; Bappeda
Litbang; Dinaz PUPRP
Dinas Perumahan dan
e b Taman Kecamatan SWP I1.C Blok 11.C.1 Kawasan Permukiman
Pengembangan 23 PR B Kabupaten; Bappeda
Litbang; Dinas PUPRP
Dinas Perumahan dan
i Pengembangan Taman Kelurahan SWP II.C Blok I1.C. 1 APR Kawasan Permukiman
e . Kabupaten; Bappeda
Lithbang; Dinas PUPRP
'8 | Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Tawarombadaka
Pengemban Ka Perumahan Kepadatan Dinas Perumahan dan
gembangan Kawasan mahan Ke W Kawasan Permukiman
a Rendah SWP I1.C Biok 11.C.2 APBD Kab Kabupaten; Ba ;
Litbang; Dinas PUPRP




WAKTU PELAKSANAAN
PIM  PJM PJUM
PIMIV PJMV SUMBER INSTANSI

PROGRAM UTAMA I Il i
DANA PELAKSANA

2025 2030 2035 2040
2029 2034 2039 20432

204

Dinas Perumahan dan
& Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan SWP I1.C Blok I1.C.2 APBD Kab Kawasan Permukiman
Sangat Rendah Kabupaten; Bappeda

Lithang; Dinas PUPRP

SWP I.C Blok .

- Kawasan Permukiman
I.C.2 APBD Kab Kabupaten; Bappeda
Lithang; Dinas PUPRP

€ Pengembangan Taman Kelurahan

19 perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Tawa-tawaro

b —_ Dinas Perumahan dan
ngembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Kawasan Permukiman
Saneat Rendal SWP IL.C Blok 11.C.3 APBD Kab Kabupaten: Ba ia
Litbang; Dinas PUPRP

20 mmwm;mﬁmu

Dinas Perumahan dan
Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan SWP I1.C Blok IL.C.3 APED Kab Kawasan Permukiman
Rendah Kabupaten; Bappeda
Lithang; Dinas PUPRP

Dinas Perumahan dan

Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Kawasan Permuki

b SWP IL.C Blok IL.C.3 sy
Sangat Rendah = HER N Kabupaten, Bappeda

Litbang. Dinas PUPRP

Dinas Perumahan dan

& |vsa T Kelurahan SWP ILC C. K"“’“““I PE’“‘”H’“"!
gembangan Taman Keli Blok 11.C.3 APBD Keb | “eeoent Per

Litbang; Dinas PUPRP

21 mmmauh?nm
21.1 | Jalan Umum

Pemeliharaan Rutin Jalan Artenn Primer Kolaka EWPILA
a (Sp.Kp.Baru)- Rate Rate (Bts. Kab.Kolaka APBN Kementerian PUPR
Timur/Bta. Kab.Konawe) SWP LB




WAKTU PELAKSANAAN

PJM PJM PJM

20as 2025 2030 2035 2040 DANA PELAKSANA
2029 2034 2039 2043
SWP ILA
b Pemeliharaan Rutin Jalan Kolektor Primer SWPINB APBD Kahb Dinas PUPRP
=WPNn.C
Rekonstrulksi (Peningkatan Kualitas) Jalan SWPILA
C :
Kalektar P aF SWP ILC APBD Eab Dinas PUPRP
d Pemeliharaan Rutin Jalan Lokal Primer SWP ILA APBD Kab Dinas PUPRP
Rekonstruksi (Penin tan Kuali Jari
¢ || Tomaaneepreingi itas} Jaringan | swP ILA APBD Kab Dinas PUPRP
1TSWEILA
r Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Primer SWPILB APBD Kabh Dinas PUPRP
SWFE II.C
Hekonatrobosi 1 K
t | ingoasain it e N R APBD Kab Dinas PUPRP
) SWP ILA
h Pembangunan Jalan Lingkungan Primer WP .0 APBD Kab Dinas PUPRP
SWP ILA
Pe Rutin .J i
i Eth"“mm“r’““ tin Jalun Lingleungs SWP I1.B APBED Kab Dinas PUPRP
SwWPI.C
Rekonstrulksi i Kuali
i | L ningot Kuplien) S | aweEaa APBD Kab Dinas PUPRP
SWP LA
k Pembangunan Jalan Lingkungan Sekunder e APBD Kab [nas PUPRP
21.2 | Terminal Penumpang
Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C SWP ILA, Blok
" Terminal Mowewe ILA.2 AFBD Kab Dinas PUPRP
21.2 | Jembatan
a Pemeliharaan Rutin Jembatan 8. Koloimba SWP I1.B Biok 11.B.1 APBN Kementerian PUPR




WAKTU PELAKSANAAN
PJM PJM PJM

PIMIV PJMV
PROGRAM UTAMA i I i s s
1R 20258 2030 2035 2040 PELAKSANA
2029 2034 2039 2043
SWP I1.A Blok
[.A.1, Blok [1.LA2,
Blok 11.A.3
X 2 : SWP I11.B Blok .
b Pemeliharaan Rutin Jembatan Lainnya I1.B.1, Blok I1.B.2 APBD Kab Dinas PUPRP
SWP I1.C Blok
I1.C.1, Blok I1.C.2,
Blok 11.C.3
SWP LA, Blok APBN Kementerian PUPR
| ] ¥
c Pembangunan Jembatan | A2 | APBD Kab Dinas PUPRP
21.4 | Halte
SWP IILA Blok
ILA.1, Blok [L.A.2 ,
Pengembangan Jaringan Moda Transportasi SWP LB Blok '
o Umum dengan Membangun Halte [1.B.1, Blok I1.B.2, APBD Kab s PUFRS
Blok 11.B.3
SWP II.C Blok I1.C.. 1
21.5 | Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota
Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antar SWR Kementerian
. Kota Kolaka - Kendari ’ .8 APEIN Perhubungan
21.6 | Stasiun Hereta Apl
Pembangunan Stasiun Kereta Api berupa SWP Kementerian
s Stasiun Penumpang Kecil Lalolae BoMornn.d A Perhubungan
24 | Perwujudan Rencana Jull!l.l. w
22.1 | Infrastruktur Pembangkitan Listrik dan Sarana Pendukung
Pembangunan Pem Listrik T Diesel
w || R coie . SWP ILA Blok ILA.1 Swasta BUMN (PLN)

22.2 | Jaringan Tranamisi Tenaga Listrik Antarsistem




WAKTU PELAKSANAAN

PJM PJM PJM

P IV P v
PROGRAM UTAMA i 1 11 v SUMBRR INSTANSI
sone 2028 2030 2035 2040 PELAKSANA
2029 2034 2039 2043
Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi SWP ILA
* | (8UTT 150 kV Kolaka-Unasha SWP ILB Swasta BUMN (PLN)
22.3 | Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
SWPILA
Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah
B (SUTR) _E-WP LB Swastn BUMN (PLK)
SWPILC
Pembangunan Saluran Udara Tegangan Rendah | SWP ILA
b
(SUTR) SWP IL.C Swasta BUMN (PLN)
22.4 | Gardu Listrik
| EWP ILA Blok
ILA.1, BlokIl. A.2,
Biok ILA.3
| & Peningkatan Layanan Gardu Distribusi ﬁwaplughlilﬂ;ﬂ 2 Swasln BUMN (PLN)
Blok 11.B.3 '
SWP I1.C Blok
1.C.1, Blok I1.C.3

23  Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi
23.1 | Jaringan Tetap

SWP ILA

& | Pembangunan Jaringan Serat Optik SWP LB ;:fﬁ':; APBN, Swasta
SWPII.C

23.2 | Jaringan Bergerak Seluler

SWP 1A Blok
ILA.1, Blok ILA.2 sty Al

& | Penatasn Menara Base Transceiver Station (BTS] | SWP ILB Blok 11.B.2 ﬁfﬂ’:ﬂ Informatika; BUMN

(Telkom); BUMS

SWP I1.C Blok I1.C.1 (Provider Seluler)




WAKTU PELAKSANAAN

PJIM PN PJIM
1 i 1 PJM IV PJMYV SUMBER INSTANSI

PROGRAM UTAMA

soae 2025 2030 2035 2040 DANA FELAKSANA
20329 2034 2039 2043
SWP ILA Blok
ILA.2, Blok I1LA3
5 E%?";ﬂmi”mm TIANIGHUD SPatEn E:E%ET&:. koo APBN, Swasta
SWP IL.C Blok
1.C.1, Blok [1.C.3
24 | Pervujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air
24.1 | Bistem Jaringan Irigasi
SWP ILA
a Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer SWPILB APBN Kementerian PUPR
SWPILC —]|
SWPILA
b Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder SWPILB APBD Eab Dinas PUFRP
SWP ILC
SWPILA
c Pemeliharaan Rutin Janngan Irigasi Tersier SWPILEB APBD Kab Dinas PUPRP
[swene
24.2 | Bangunan Sumber Daya Air 37 : P i S CoE
a Pemecliharaan Rutin/Berkala Pintu Air SWPF ILLA Blok IT.A.1 AFPBD Kab Dinas FUFRF
5 Eekmeuharm Rutin/Berkala Prasarana Irigasi SWP ILA Blck A.1 APED) Xab Dirias PUBEE
sisting SWP ILC Blok I1.C.3
| SWP ILA Blok 11.A.2
c Pembangunan Prasarana Irigasi rsﬂr}uﬂ--ﬂ]ﬂiﬂ:—ﬂ-CI —pr— AFBD Kab Dinas PUPRP
25 | perwnjudan Rencana Jaringan Air Minum
25.1 | Jaringan Perpipaan
25.1.1 | Unit Air Baku




WAKTU PELAKSANAARN

PJM PJM PJM
PRIMIV BMYV SUMBER INSTANSI
DANA PELAKSANA

FROGRAM UTAMA ! n I
2025 2030 2035 2040

2029 2034 203% 2041

2024

SWP ILE Blok ILB.1 Swasta BUMN [PDAM)
& Pembangunan Bangunan Pengambil Air Baku -
SWP IL.C Blok 11.C.1 Swasta BUMN (PDAM)
25.1.2 | Unit Produksi
IL.B B,
(-1 Pembangunan Insialns] Produks: kol P 18,4 bk Uy pree)
SWP IL.C Blok I1.C.1 Swaasta BUMN [PDAM)
25.1.3 | Unit Distribusi
SWP I1L.A
i "‘ﬁ:l“““ Layunan Jaringan Distibusl SWP I1.B Swasta BUMN [PDAM)
SWP I1.C
b Rencana Pembangunan Jaringan Distribusi SWPIL.B Swasta BUMN [PDXAM)
Pembagi SWP IL.C Swasta BUMN [PDAM)
25.2 | Bukan Jaringan Perpipaan
SWP ILA Blok ILA.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Su Po BUMN M
N Ran; Basn i SWP I1.C Blok 11.C.1 anetn AR fra]
b i’frm; anm""n““ Rutin/Berkala Bak Penampungan | qup 1 A Bick A2 Swasta BUMN [PDAM)

26 Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
26.1 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik

Pembangunan Infrastrukiur Sistem Pengelolaan Dinas Lingkungan
Air Limbah Non Domestik Puskemas Mowewe SWP ILA Blok I1.A.2 APBD Kab Hidup

Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan SWP IL.B Blok 11.B.2 APBD Kah Dinas Lingkungan

1

b

Air Limbah Non Domestik Puskemas Lalolas Hidup
Pembangunan Infrastrukiur Sistem Pengelolaan Dinas Lingkungan
c Air Limbah Non Damestile Pra) Ti ) SWPF I1.C Blok I1.C_1 APBD Kab Hidup

Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan 5 .
d Air Limbah Non Domestik Kewasan Peruntukan | SWP ILC Blok [L.C.1 APBD Kah D“‘“}I;lgﬂkmﬂﬂ-ﬂ
Industri Tinondo a




PROGRAM UTAMA

PJM
I

2024

WAKTU PELAKSANAAN

PJM
1

2025
2029

PJM
11l

2030
2034

FAMIV PJMV

2035
2039

2040
2043

SUMBER
DANA

INSTANSI
PELAKSANA

Primer Eksisting

SWP I.C

26.2 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat
SWP ILA Blok
IA.1, Blok ILLA.Z,
Biok ILLA.3
SWP I1.B Blok ;
a | Pembangunan Sub-sistem Pengolahan Setempat | ILB.1, Biok ILB.2, APBD Kab Dm“ﬂﬁ“““
SWP 11.C Blok
In.c.1, Blok I.C.2, =
Blok 11.C.3
26.3 | Bistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Pembangunan Sistem Pengelolaan Limbah . :
A Bahan Berbahayn dan Beracun (B3) Kawasan SWP IL.C Blok 11.C.1 APBD Kah Dinas ]';Egk““g‘“
Peruntukan Industri Tinondo up
27 | Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan
SWP ILLA Blok
A1, Blok [1.LA.2
SWP I1.B Biok
& Pembangunan Tempatl Pengelolaan Sampah I1.B.1, Blok 1.B.2, APBD Kab Dinas Lingkungan
Reuse, Reduce, Recycle [TPS3R) Biok 11.B.3 Hidup
SWP II.C Blok
n.C.1, Blok 11.C.2,
Blok 11.C.3
28 | Perwujudan Rencana Jaringan Drainase
28.1 | Jaringan Dralnase Primer
SWPILA
" Operasi dan Pemelibaraan Jaringan Drainase SWE ILB APBD Kab Dinas PUPRP




WAKTU PELAKSANAAN

PIM PJM PJM

PROGRAM UTAMA ] 1 I PIMIV PJMV SUMBER INSTANSI
soze 3035 2030 2035 2040 DARA FRLARSARA
2029 2034 2039 2043
28.2 | Jaringan Drainase Sekunder
SWPILA
Operasi Pemeliharann Jaringan i — 1
. El:huitiltinﬂnlmhﬁ:ng P—— SWPILB APBD Kab Dinas PUPRP
SWP IL.C
28.3 | Jaringan Drainase Tersier
) . SWPILA
i Tﬂpﬂﬂui:[mﬁctﬂﬂnhﬁirﬁmhhamn Jaringan Drainase SWF ILB APBD Eab T —
SWPILC
: ) _ SWP ILA
b Eekr:iI:::gunnn Drainase Jaringan Tersier SWP ILB APBD Kab Dinas PUPRP
E
SWP I1.C
29 Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
29.1 | Jalur Evakuasi Bencana
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencanan SWP ILA
dan Pertolongan Terhadap Kondisi
Membahayakan Manusia/Penyelamatan Badan Penanggulangan
a Evakuasi Tempat Evakuasi Sementara dalarm APBD Kab Bencana Daerah;
bentuk Jalur Evakuasi Bencana di Jalan Kolaka | SWFPILB Dinas PUPRP
[Sp.Kp.Baru}- Rate Rate (Bta. Kab. Kolaka
Timur/Bts. Kab. Konawe)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian SWP ILA
dan Pertolongan Terhadap Kondisi SWPOB Badan Penanggulangan
b Membahayakan Manusia/Penyelamatan APBD Kab Bencana Daerah;
Evakunsi Tempat Evakunsi Sementara dalam SWP IL.C Dinas PUPRP
bentuk Jalur Evakuasi Bencana Lainnya )

292 | Tempat Evakuasi Bencana

29.2.1  Tempat Evakuasi Akhir




WAKTU PELAKSANAAN

PJM P.JM PJM

PROGRAM UTAMA : u s SN A ezl i
2024 2025 2030 4035 200 PELAKSANA
2029 2034 2039 2043

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian

dan Pertolongan Terhadap Kondisi Badan Penanggulangan

Membahayakan Manusia/Penyelamatan SWPF LA Blok ILA.2 AFPBD Kab Bencana Daerah;

Evakuasi dalam bentuk Tempat Evakuasi Akhir Dinas PUPEP

di Lapangan Sepak Hola Lapaeno

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencanan

dan Pertolongan Terhadap Kondisi Badan Penanggulangan

Membahayalkan Manusia/Penyelamatan SWP IL.B Blok I11.B.2 APBD Kab Bencana Daerah;

Evakunsi dalam bentuk Tempat Evakunsi Akhir Dinas PUPRP

di Lapangan Sepak Bola Lalolae

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian

dan Pertolongan Terhadap Kondisi Badan Penanggulangan

Membahayakan Manusia/Penyelamatan EWP l1.C Blek 11.C.1 APBD Kab Bencana Daerah;

Evakuasi dalam bentuk Tempat Evakuasi Akhir Dinas PUPRP

di Lapangan Kecamatan Tinondo

Tempat Evakuasi Sementara

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian

dan Pertolongan Terhadap Kondisi Badan Penanggulangan

Membahayakan Manusia/Penyelamatan SWPILA Blok I1LA.1 APBD Kab Bencana Daerah;

Evakuasi dalam bentuk Tempat Evakuasi Dinas PUPRP

Sementara di Lapangan Horodopi

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian

dan Pertolongan Terhadap Kondisi Badan Penanggulanga

Membahayakan Manusia/Penyelamatan SWP ILA Blok I1L.A.2 APBRD Kab Bencana Daerah;

Evakuasi dalam bentuk Tempat Evakuasi Dinaz PUPRP

Sementara di Lapangan Bola Abdul Majid

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarinn

dan Pertolongan Terhadap Kondisi Badan Penanggulangan

Membahayakan Manusia/Penyelamatan SWP ILA Blok IL.A.2 APBD Kab Bencana Daerah;

Evakuasi dalam bentuk Tempat Evakuasi Dinas PUPRP

Sementara di SMEN 1| Mowewe




PROGRAM UTAMA

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian

WAKTU PELAKSANAAN

PIM PJM P.JOM
I 11 I

2025 Z030
2029 2034

PIMIV PJMYV

2035
2039

20940
2043

20r24

INSTANSI
PELAKSANA

dan Pertolongan Terhadap Kondisi Badan Penanggulangan
Membahayakan Manusia/Penyelamatan SWP LA Blok [1.A.3 APBD Kab Bencana Daecrah:
Evakuasi dalam bentuk Tempat Evakuasi Dinas PUPRP
Sementara di Lapangan Ul Mowewe
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian
dan Pertolongan Terhadap Kondisi Badan P S
Membahayakan Manusia /Penyelamatan :
Evakuasi dalam bentuk Tempat Evakuasi P I ARSIE) Jab i ooy
Sementara di Lapangan Pondok Pesantren Al
Bukhari
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencaran
dan Pertolongan Terhadap Kondisi Badan Penanggulangan
Membahayakan Manusia/Penyelamatan SWP ILE Blak 11.B.2 APBD Kab Bencana Daerah;
Evakuasi dalam bentuk Tempat Evakuasi Dinas PUPRP
Sementara di 8D Negeri 1 Keiso
Pengadaan Sarana dan Prasarena Pencarian
dan Pertolongan Terhadap Kondisi Badan Penanggulangan
Membahayakan Manusia/Penyelamatan SWPF ILB Blok 11.B.3 APBD Kab Bencana Daerah;
Evakuasi dalam bentuk Tempat Evakuasi Dinas PUPRP
Sementara di SMP Negeri | Lalolae

Sarana dan Prasarana Pencarian
dan Pertolongan Terhadap Kondisi Badan Penanggulangan
Membahayakan Manusia/Penyelamatan SWP ILB Blok 1LB.3 APBD Kab Bencana Daerah;
Evakuasi dalam bentuk Tempat Evakuasi Dinas PUPRP
Sementara di 8D Negeri | Talodo
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencanan
dan Pertolongan Terhadap Kondisi Badan Penanggulangan
Membahayakan Manusia/Penyelamatan SEWP IL.C Blok I1.C. 1 APBD Kab Bencana Dacrah;
Evakuasi dalam bentuk Tempat Evakuasi Dinas PUPRFP

Sementara di SMA Negeri 1 Tinondo




WAKTU PELAKSANAAN
PJM PJM PJM
PROGRAM UTAMA I A

PIMIV PJMV SUMBER INSTANSI

2025 2030 2035 2040 DANA PELAKSANA

2029 2034 2039 2043

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian
dan Pertolongan Terhadap Kondisi Badan Penanggulangan
i Membahayakan Manusia/Penyelamatan SWP ILC Blek II.C.3 APBD Kab Bencana Daerah:
Evakuasi dalam bentuk Tempat Evakuasi Dinas PUPRP
Sementara di SMP Negeri 2 Tinondo
I | Perwujudan Zona Lindung
1.1 Zona Perlindungan Sctempat
SWP [LA Blok
ILA.1, Blok I1LA.2,
Peneta dan Pe ta Sempadan 8 e
& ¢ n man :
pa pan p ungai P —— APBD Kab Dinas PUPRP
ILB.1, Blok 11.B.2,
Blok I1.B.3
SWP IL.A Blok
ILA.1, Blok I.LA.2,
Blok 11.B.3
b Penentapan dan Pemantapan Sempadan [rigasi ﬁtpgugﬂiuimak 3 APBD Kab Dinas PUPRP
SWP I1.C Blok
I1.C.1, Blok 11.C.2,
Blok 11.C.3
12 Zona Ruang Terbuka Hijau
a Pembangunan Taman Kecamatan SWP ILB Blok [1.B.2 APBD Kab Dinas PUPRP
SWP ILA Biok
M.A.1, Blok I.A.2,
b Pembangunan Taman Kelurahan Blok ILA.3 APBD Kab Dinas PUPRP
SWP II.C Blok 11.C.1
Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SWP ILA Blok 11L.A.2 :
c .
Pemakaman Eksisting SWP I1.C Blak I1.C. 1 R e Tokes:




PROGRAM UTAMA

PJM
1

20249

WAKTU PELAKSANAAN

PJM
I

2025
2029

PJM
I

2030
2034

PJM IV

2035
2039

PJM V

2040
2043

SUMBER
DANA

INSTANSI
PELAKSANA

d | Penataan Jalur Hijau S o k! APBD Kab Dinas PUPRP
ke SWP I1.B Blok I1.B.3 o e
£ Pembebasan tanah untuk keperluan RTH Seluruh SWP APBD Kab Dinas PUPRP
Peningkatan kuantitas dan kualitas
r ketersediaan RTH minimal 30% dari luas Seluruh SWP APBD Kab Dinas PUPRP
wilayah perencanaan
1.3 | Zona Cagar Budaya
Penetapan SK Cagar Budaya Gereja Ds. Hendrik Dinas Pariwizata dan
a Van Der Klift SWP ILA Blok ILA.2 APBD Kab Kebudayaan
Penataan Bangunan dan Linglungan Cagar Dinas Pariwisata dan
P | Budaya Gereja Ds. Hendrik Van Der Kiift BWE RAEE N AEPR R Kebudayaan
1.4 | Zona Badan Air
SWP ILA Blok
I.A.1, Blok ILA.2,
_ Blok 11.A.3 ‘
a Penataan dan Pemanfaatan Zona Badan Air SWP ILB Blok IL.B 1 APBD Kab Dinas PUPRP
SWP I1.C Blok
I.C.1, Blok II.C.3
Perwujudan Zona Budi Daya
2.1 Zona Pertanian
| SWP ILA Blok
| ILA.1, Blok ILA.2,
i Blok IILA.3
SWP IL.B Blok Dinas Tanaman
o ngtmhmr;ﬁ dan ;m-nantnpnn Kawnsan [1.B.1, Blok IL.B.2, APED Kab Pangan dan
FOCLMEST Tonmtat. Falge Blok I1.B.3 Peternakan
SWF I1.C Blok
nc.i, Biek 11.C.2,
Biak 1.C.3




WAKTU PELAKSANAAN

PIM PJM PJM :
PROGRAM UTAMA 1 n 1 FIM IV FIMV SUMBER INSTANS]
ose 2035 2030 2035 2040 DANA FELAKSANA
2029 2034 2039 2043
SWP I1LA Blok
Pengembangan dan Pemantapan Kawasan ILA.1, Blok 11.A.2, Dinas Perkebunan dan
5 | Hortikultura Blok 11.A.3 APBRD X80 Hortikultura
- SWP I1.C Blok 1LC.3
SWP LA Blok
ILA.1, Blok I1.A.2
SWP B, Blok B.1, Dinas Tanaman
& mbungm dan Pemantapan Kawasan Blok B.2, Blok B.3 APED Kab Sangnn dan
SWP I1.C Blok Peternakan
I1.C.1, Blok 11.C.2,
Blok 11.C.3
Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Dinas Tanaman
d Pet " SWP ILA Blok LA 1 APBD Kab Pangan dan
Peternakan
2.2 | Zona Kawasan Peruntukan Industri
Dinas Perdagangan,
a Pengembangan Kawasan Peruntukan Industn SWPILC Blok [1.C.1 APBD Kab | Perindustrian, Koperasi
dan UKM
2.3 Zona Perumahan
SWP LA Blok .
Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas | [LA.1, Blok 1LA.2 E:::m ul.:imdmnn
i I.S_l:gum (FSU) untuk Perumahan Kepadatan SWP ILB Blok I‘i’ B.2 APBD Kab Kabupaten;
ang i Dinas
SWP I1.C Blok ILC.1 PUPRP
SWP ILA Blok
HA1, Blok 11LA.2,
Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Rk 1A Eiam Fﬁmmﬂ Gk
b Umum (PSU) untuk Perumahan Kepadatan SWP ILB Blek [1L.B.2 APBD Kab wasan Permukiman
Rendal Kabupaten; Dinas
SWP II.C Blak PLUPRP

IL.C.1, Blok I1.C.2,
Blok 11.C.3




PROGRAM UTAMA

Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

SWP IL.A, Blok
11.LA.2, Blok IL.LA.3

WAKTU PELAKSANAAN

PJM PJM PJM
1 1 I PIMIV PIJMV

2025 2030
2029 2034

2035
2039

2040
2043

2024

SWP B, Blok B.1,

SUMBER
DANA

INSTANSI
PELAHKSANA

Dinaa Perumahan dan
Konwasan Permukiman

¢ Urnurnt {:sm untuk Perumahan Kepadatan Blok B.2, Blok B.2 APBD Kab Kabupaten; Dinas
Sangat Rendah SWP IL.C Blok PUPRP
[1.C.1, Blok 11.C.2,
Blok 11.C.3
SWP ILA Blok
4 Peml dan Pengemb Pe o II.LA.1, Blok I1.A.2 Kk ﬂm Perumahan dan
Kepadatan Sedang SWP IL.B Blok 11.B.2 AFD wasan Permukiman
Kabupaten
SWP IL.C Blok I1.C. 1
SWP [1.A Blok
II.A.1, Blok [LA.2,
Blok I1.A.3
Dinas Perumahan dan
e Pembangunan dan Pengembangan Perumahan  Mownn mpiacne2 APBD Kab | Kawasan Permukiman
Kepadatan Rendah Kabunete
SWP ILC, Blok o sl
[1.C.1, Blok I1.C.2,
Blok 11.C.3
SWP ILA Blok
I.A.2, Blok 11.A.3
SWP I11.B Blok
Dinas Perumahan dan
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan ILB.1, Blok 11.B.2,
f datan Sangat Rendah Blok 11.B.3 APBD Kab Kawazan Permukiman
e Kabupaten
SWP I1.C Blak
In.C.1, Blok 11.C.2,
Blek 11.C.3
SWF ILA Blok Dinas Perumahan dan
E Penatann Kawasan Permukiman Kumuh [1.A.1, Blok I1.LA.2, APBD Kab | Kawasan Permukiman
Blok I1.A.3 Kabupaten
2.4 | Zona Barana Pelayanan Umum




PROGRAM UTAMA

WAKTU PELAKSANAAN

PJM PJM FJM
1 1] i

2025 2030
2029 2034

PIM IV PJMV

2040
2043

INSTANSI

2035 PELAKSANA

2039

2024

, | Pengembangan Sarana Pelayanan Umum Skala | SWP ILA Blok TL.A.2 APBD Kab Dinas PUPRP
Kota SWP IL.B Blok ILB.1
SWP ILA Blok
M.A.1, Blok I1.A.2
Pengembangan Sarana Pelayanan Umum Skala | SWF I1.B Blok 2
b Kecarmainn [.B.1, Blok 11.B.2 APBD Kab 2 FUERE
SWP IL.C Blok
Nn.c.1, Blok I1.C.3
SWP ILA Blok
ILL.A.1, Blok 11.A.2,
Blok I1.A.3
SWPF I1.B Blak
" Pengembangan Sarana Pelayanan Umum Skala | o\ o 4 mior g2, APBD Kab Dinas PUPRP
Eelurahan
Blok I1.B.3
SWP 11.C Blok
IL.C.1, Blok 11.C.2,
Blok 11.C.3
% m;ﬁmhangnn Kawasan Campuran Intensitas SWP I1LA Blok ILA.2 APBD Kab Dinas PUPRP
Pengembangan Kawasan Campuran Intensitas APBD Kab Dinas PUPRP
s Mgt/ SWP I1.A Blok 11.A.2
Penyediaan PSU Baru dan Peningkatan Kualitas 0 PRP
. PBU Kawasan Campuran Intensitas Tinggi SWPILA Biok ILA.2 APBD Kab inas PU
Penyediaan PSU Baru dan Ftnlng‘luu.l: Kualitas
d PSU Kawasan Campuran Intensitas SWP I1.A Blak [1.A.2 APBD Kab Dinas PUPRP
Menengah /Sedang
2.6 | Zona Perdagangan dan Jasa




WAKTU PELAKSANAAN

PJM PJM PJM
PRIV PIMV
PROGRAM UTAMA 1 It i Byl
acia 2025 20:30 2035 2040
2029 2034 2039 2043
: Dinas Perdagangan,

o | Fengembengan Pasar Seli-aateia Mcnpme SWP 1A Blok ILA.2 APBD Kab | Perindustrian, Koperasi
Perdagangan dan Jasa Skala Kota dan UKM
Pembangunan Terminal Agribisnis di Kelurahan Dinas Perdagangan,

b Inebenggi sebagau Perdagangan dan Jasa Skala | SWP ILA Blok 11.A.2 APBD Kab | Perindustrian, Koperasi
Kota dan UKM
Pengembangan Zona Perdagangan dan Jasa SWP LA Blok Dinas gan,

e Skals WP ILA.1. Blok H.A.2 APBD Kab P:nndudlnﬂmn. Koperasi

SWFP ILB Blok
ILB.1, Blok ILB.2, Dinas Perdagangan,
g | Pengembangan Zona Perdagangan dan Jasa s iy APBD Kab | Perindustrian, Koperasi
Skala SWP dan UKM
SWP IIL.C Blok 11.C.1
2.7 Zona Perkantoran
SWP ILA Blok
[ILA.1, Blok ILA.2,
Blok I11.A.3
SWP 11.B Blok .
a Penataan Kawasan Perkantoran I.B.1, Blok 11.B.2, APBD Kab Dinas PUPRP
Blok 11.B.3
SWP I1.C Blok
IL.C.1, Biok I1.C.3
2.8 Zona Pertahanan dan Keamanan
SWP ILA Blok
5 Eﬂﬂﬂﬂﬂﬂ d::n Fﬁlzmnml:mn Kawasan ILA.1, Blok ILA2 APEIN Kodim, POLRI
RO Ra— SWE IL.B Blok 11.B.2
2.9 | Zona Badan Jalan
SWP ILA Blok
a Pemantapan Badan Jalan M.A.1, Blok I1.A.2, APBD Kab Dinas PUPRP

Blok 1.A.3




WAKTU PELAKSANAAN
PJM PJM PJM

PJM IV PJIM WV
PROGRAM UTAMA : i i E%ﬁin IRty
sonq 2025 2030 2035 2040 Sl
2029 2034 2039 2043
SWP LB Blok
11.B.1, Blok 11.B.2,
Blok 11.B.3
SWF I1.C Blok
I1.C.1, Blok I.C.2,
Biok 11.C.3
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LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR ...TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN AGROPOLITAN
MOWEWE, TINONDO, DAN LALOLAE

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN
SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG
Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

koefisien dasar bangunan (KDHB) maksimum 5%

kocfisien lantai bangunan (KLB) maksimum .1

kocfisien dasar hijau {KDH) minimal 95%
luas kaveling mimimum -

Ketentuan Tata Bangunan
ketinggian bangunan (TB) maksimum 8

garis sempadan bangunan (GSB) minimum Minimal % ROW - | meter

jarak bebas antar bangunan minimal | meter
jarak bebas samping (JBS) minimum Lpter
jarak bebas belakang (JBB) minimum | 1 meter
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

aJalur Pejalan Kaki
1) Pada bagian tepi sungai dibangun jalur pejalan kaki tipe promemade dengan lebar perkemsan 3 m, dilengkapi dengan jalur khusus difsbel, lampu penerangan, tempat duduk, jalur

o laln l=le lmleln (=) (=

||

__hijau, pagar pengaman, dan tempat sampah
2) Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk




Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

o untuk jalan arter1 3,5 m

o untuk jalan kolektor 2.5 m

o untuk jalan lokal 2 m

dilengkap dengan jalur khosus difabel, lampu pencrangan, tempat duduk (jalan artert), halte (vang dilalui moda transportasi umum), tempat penyveberangan jalur hijou, tempat
sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)

b. llu.mngbuh Hijao
Jalur hijau sepanjang kanan dan kin sungai dengan kriteria vegetasi:
= sistem perakaran yang kuat, sehingga mampu menahan pergeseran tanah;
* sistem perakaran masuk ke dalam tanah, ndak merusak konstruksi dan bangunan;
* tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tdak terlalu gelap, dan
* diutamakan tanaman lokal

¢. Ruang Terbuka Non Hijan
Berupa buffer/pembatas fungsi kegiatan dengan omamen tertentu

d. Utilitas Perkotaan
* jaringan felekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel
* dilayani oleh jaringan distribusi listrik

¢. Prasarana Lingkungan

+ saluran drainase berupa saluran terbuka di tepi jalan

* penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis

* dhsediakan WC Umum dengan sistem pengolahan air limbah setempat
* disediakan tempat sampah komunal terpilih

* penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m2

f. Fasilitas Pendukung i
*pos jagn

* papan informas:

« lapangan parkir sesua standar tcknis

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20%:
b koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0.2

€. koefisien dasar hijau (KDH) minimal B0

d luas kaveling rmmmum -

1]

Ketentuan Taia Bangunan




Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 o
| &, ketinggian bangunan (TH) maksimum 4 m
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum Minimal ¥ ROW + | m
c. Jarak bebas antar bangunan minimal 2m
d. jarak bebas samping (TBS) minimum 2m
e, jarak bebas belakang (JBB) minimum 2m
i Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
aJalur Pejalan Kaki

1} Dalam RTH dibangun jalur pejalan kaki tipe green pathway dengan lebar perkerasan 2 m dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk, tempat sampah,
_dan marka, perambuan, dan papan mformasi (Signege)

2) Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaka tipe sidewalk

o untuk jalan arteri 3.5 m

o untuk jalan kolekior 2,5 m

o untuk jalan lokal 2 m

dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arters), halte (yang dilahn moda transportasi omum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah,
|_dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)

b. Ruang Terbuka Hijau
* Berupa taman rekreatil skala kecamatan
|+ Jenis vegetasi yvang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok stau menyebar

c. Ruang Terbuka Non Hijau , dapat berupa:
* lapangan olahraga
_* lempal bermain/rekreasi

d. Utilitas Perkotaan
= jaringan telekomunikas: dilayam olch jaringan kabel dan nirkabel
» dilayani oleh jaringan distribusi listrik

¢. Prasarana Lingkungan

= saluran drainase berupa saluran terbuka di tepi jalan

= penyediaan air bersih sesual dengan standar tekmis

« disediakan WC Umum dengan sistem pengolahan air limbah setempat

= disediakan tempat sampah komunal erpilih

= penyediaan lahan parkir umom untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penvediaan 100 m2

f. Fasilitas Pendukung
* pos Jaga

= Kios

* papan informasi

* lapangan parkir sesua standar tcknis

| Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4




Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

1 Ketentuan Intensitas Pemanfastan Ruang

a koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 30

b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 03

€. koefisien dasar hijau (KDH) munimal T0%

d. luns kaveling minimum "

L1} Ketentuan Tata Bangunan

a ketinggian bangunan (TH) maksimum 4m

b. gans sempadan bangunan (GSB) minimum Minimal % ROW + I m

. | jarak bebas antar bangunan minimal 2m
d. Jjarak bebas samping (JBS) minimum 2m

e jarak bebas belakang (JBB) minimum 2m

1] Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Jalur Pejalan Kaki

1) Dalam RTH dibangun jalur pejalan kaki tipe green pathway dengan lebar perkerasan 2 m dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk, tempat sampah,
dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)

2) Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk

o untuk jalan arteri 3,5 m

o untuk jalan kolektor 2.5 m

o untuk jalan lokal 2 m _ _

dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (vang dilalui moda transportasi umum), tempat penycherangan, jalur hijaw, tempat ssmpah,
dan marka, perambuan, dan papan mformasi {Signage)

b. Ruang Terbuka Hijau
= Berupa taman rekreatil skala kelurahan

+ Jenis vegetasi vang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menycbar
c. Ruang Terbuka Non Hijau , dapat berupa:
* lspangen olahraga

* tempat bermain/rekreasi

d. Utilitas Perkolaan
+ jaringan telekomunikasi dilayani aleh jaringan kabel dan nirkabel
* dilayam oleh janngan distribus: hstrik

¢. Prasarana Lingkungan

+ saluran drainase berupn saluran terbuka di 1epi jalan

» penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis

» disediakan W Umum dengan sistem pengolahan air limbah setempat

» disediakan tempat sampah komunal terpilih
» penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m2

f. Fasilitas Pendukung




Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

* pos juga
= Kios
* papan informasi

* [ppangan parkir sesual standar teknis

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-T

(1 [ Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

| &, kocfisicn dasar bangunan (KDB) maksimum 20%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 02
&. koefisien dasar hijau { KDH) minimal 80%
d. luas kaveling minimum =
n Ketentuan Tata Bangunan

| A ketinggian bangunan (TH) maksimum 4 m
b. gans sempadan bangunan (GS B) minimum Minimal ¥ ROW + | m
[ jarak bebas antar bangunan minimal 2m
d. jurak bebas samping (JBS) minimum 2m
e jarak bebas belakang (JBB) minimum 2m
m Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

aJalur Pejalan Kaki

1} Dalam RTH dibangun jalur pejalan kaki tipe green pathway dengan lebar perkerasan 2 m dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk, tempat sampah,
dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)

2) Pada bagian tepi jalan di pusat-pusal pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk

o uniuk jalan areri 3,5 m

o untuk jalan kolekior 2,5 m

o untuk jalan lokal 2 m

dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halie (vang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah,

dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)

b. Ruang Terbuka Hijau

* Berupa taman pemakaman umum
* Jemis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar

¢. Ruang Terbuka Non Hijau , dapat berupa:

= jalur sirkulasi pengunjung

* tempat bermain/rekreasi -
d. Utilitas Perkotaan

= jaringan tclekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel

* dilavani oleh jaringan distribusi listrik

e. Prasarana Lingkungan




Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 o

* saluran drainase berupa saluran terbuka di tepi jalan
* penyediaan wir bersih sesuai dengan standar teknis
* duedhakan WO Umum dengan sistem pengolahan air limbah setempat
* dsediakan tempat sampah komunal terpilih
« penyediaan lohan parkir wmum untuk sres hunian skaln RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m2
I. Fasilitas Pendukung
* kantor pengelola pernakaman
« Kios
+ papan informasi
« lapangan parkir sesuai standar teknis

| Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang e — - — —— ——
a. kocfisien dasar bangunan (KDB) maksimum 5%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,05
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 95%

d. luas kaveling mimimum -
1] Ketentuan Tata Bangunan

A ketinggian bangunan (TB) maksimum Sesuai Ketentuan Sempadan SUTT
b. gans sempadan bangunan (GSB) minimum Sesuai Ketentuan Sempadan SUTT
c. jarak bebas antar bangunan minimal Sesuni Ketentuan Sempadan SUTT
d Jarak bebas samping (JBS) minimum Sesuai Ketentuan Sempadan SUTT

e, jurak bebas belakang (JBH) minimum Sesuni Ketentuan Sempadan SUTT
11

o Jalur Pejalan Kaki
1) Dalam RTH dibangun jalur pejalan kaki tipe green pathway dengan lebar perkerasan 2 m dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk tempat sampah,
dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)

2) Puodo bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk

o uniuk jalan arteri 3,5 m

o untuk jalan kolektor 2.5 m

o untuk jalan lokal 2 m

dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (vang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijow, tempat sampah,
_dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)

b. Ruang Terbuka Hijau

= Berupa jalur hjau sude walk dan median jalan

= Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar

¢. Ruang Terbuka Non Hijeu , dapat berupa:




Sub-Zona Jalur Hijau kode RTH-8

= jalur sirkulasi pejalan kaki
= tempat bermain/rekreas

d. Utilitas Perkotaan
* jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel
» dilayani oleh jaringan distribusi listrik

e. Prosarana Lingkungan

= snluran drainase berupa saluran terbuka di tepi jalan

* penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis

= disediakan WU Umum dengan sistem pengolahan air limbah setempat

= disediakan tempat sampah komunal terpilih

* penyediaan lnhan parkir umum untuk area hunian skala RT (250 pendoduk) memiliki standar penvediaan 100 m2

f. Fasilitas Pendukung

= kantor pengelola pemakaman
= Kios

= papan informasi

* lapangan parkir sesuai standar teknis

Zona Cagar Budava dengan kode CB

Sub-Zona C

agar Budaya dengan kode CB

Ketentuan Intensitas Pemanfantan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60"

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,8

koefisien dasar hijau (KDH) minimal 0%

luss kaveling minimum i

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TH) maksimum 12m

garis sempadan bangunan (GSB) minimum Minimal % ROW + | m

jurak bebas antar bangunan minimal Zm

Jarak bebas samping (JBS) mimimum 2m

jarak bebas belakang (JBB) minimum Zm

| il Al ol Ll L Ll L Ll

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a.JJalur Pejalan Kaki

1) Dalam zona cagar budaya dibangun jalur pejalan kaki tipe green pathway dengan lebar perkerasan 3 m dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk,

tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)




= e — = -

Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB

2)  Pada bagian tepi jalan di pusat-pusal pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk

o untuk jalan artenn 3.5 m

o untuk jalan kolcktor 2,5 m

o untuk jalan lokal 2 m

dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan artert), halte {yang dilalui moda transportasi umum), tempal penyeberangan, jalur hijau, lempat sampah,
dan marka, perambuan, dan papan formasi (Signage)

b. Ruang Terbuka Hijau
= Ruang lerbuka dengan komunitas vegelasi lerkonsentrasi pada satu area
* vegelasi berupa pepohonan dan rumput

¢, Ruang Terbuka Non Hijau , dapat berupa:

* plasa untuk berkumpulnya dan aktivitas komunitas
* lapangan olahraga

* lempal bermain/rekreasi

d. Utilitas Perkotaan
* jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel

. Prasarana Lingkungan

» saluran drainase berupa saluran terbuka di tepi jalan

« penyediaan air bersih sesual dengan standar teknis

* disediakan WC Umum dengan sistem pengolahan ar limbah setempat

- dilayani oleh jaringan distribusi listrik e

» disediakan tempat sampah komunal terpilih
[. Fasilitas Pendukung

* kantor pengelola pemakaman

= Kios

= papan informasi

« lapangan parkir scsuai standar tcknis

Zona Badan Air dengan kode BA

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA

1 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. kocfisien dasar bangunan (KDB) maksimum 0% ——
b. koefizien lantai bangunan (KLB} maksimum 0
. koefisien dasar hijau ( KDH) minimal 0 %




S —— — —— — —

Sub-Zona Badan Alr dengan kode BA |

s kavelmg minimum

ketinggian bangunan (TB) maksimum Sesuai Kelas Sungai (Tinggi Jembatan

(4
1] Ketentuan Tata Bangunan
.
b.

garis sempadan bangunan (GSB) minimum Sesual K;ﬁlm S;m-p-dm w,é!l_

jurnk bebas antar bungunan minimal -

jarak bebas samping (JBS) mimimum -

c
d.

£ Jurak bebas belakang (JBB) minimum -
{11} Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

aJalur Pejalan Kaki

» Jalur pedestrian tanpa perkerasan

b. Ruang Terbuka Hijau -

¢. Ruang Terbuka Non Hijuu - o
d. Utilitas Perkotaan , Bangunan uniuk tower telekomunikasi harus disediakan sempadan

¢. Prasarana Lingkungan, hidran kota

I. Fasilitas Pendukung

= Jalur inspeksi dengan perkesaran sesuai dengan ketentuan

* bangunan prasarana sumber daya air;

* fagilitas jembatan dan dermaga;

= jalur pipa gas dan air minum

= rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan

* bungunan ketensga listrikan

* Penanda Batas Sub Zona Badan Air, beserta persturan zonasi (perda)

ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian dengan kode P

Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 3%
kocfisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0.1
koefisien dasar hijau (KDH) minimal 95%

luas kaveling minimum

Sub-

| Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
il

b.

.

d.

1]

Ketentuan Tata Bangunan




kelinggian bangunan (TB) maksimum

im

garis sempadan bangunan (GSH) minumum

Minimal 3 ROW + 1 m

jarak bebas antar bangunan minimal

jarak bebas samping (JBS) minimum

jarak bebas belakang (JBB) minimum

=io leln |k

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Fasilitas Pendukung
* Jalan Usaha Tam

* [ngasi

* Pintu Air

* Embung

* Penjermuran Pads

Sub-Zona Holtikultura dengan kode P-2

1 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a, koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 04
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal B0%%
d. luns kaveling minimum -
1l Ketentuan Tain Bangunan
a. ketinggian bangunan (TB) maksimum Bm
b. _gans sempadan bangunan (GSHB) minimum Minimal ¥ ROW + I m
c. jarak bebas antar bangunan oinimal I m
d jarak bebas samping (JBS) minimum 1 m
e Jjarak bebas belakang (JBB) minimum 1m
11} Ketentuan Prasarana dan Sarans Minimal
Fasilitas Pendukung
* Jalan Usaha Tani
Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 . ——— —
1 Ketentuan Intensitas Pemanfastan Ruang
a koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 200
b. koefigien lantu bangunan (KLB) maksimum 04
c. kocfisien dasar hijau (KDH) minimal BO%
d luss kaveling minimum - o
1] Ketentuan Tata Bangunan
a. ketinggian bangunan (TH) maksimum | &m




:
g
a
:

garis sempadan bangunan (GSB) minimum

Minimal ¥ ROW + 1 m

jarnk bebas antar bangunan minimal

jarak bebas samping (JBS) minimuom

=P[R (o

jarak bebas belakang (JBB) minimum

I m

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Fasilitas Pendukung
* Jalan Usasha Tani
* Pergudangan

* Kantor Pengelola

b-Zona Peternakan dengan kode P-4

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisten dasar bangunan (KDB) maksimum

60%

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum

1.2

koefisien dasar hijau (KDH) minimal

40%

luas kaveling minimum

Ketentuan Tata Bangunan

——

ketinggian bangunan (TB) maksimum

Em

garis sempadan bangunan (GSB) minimum

Minimal ' ROW + 1 m

jarak bebas antar bangunan minimal

_jarak bebas samping (JBS) minimum

jarak bebas belakang (JBB) minimum

Sle [ele = F =l (e e

Il m

Keteniuan Prasarana dan Sarana Minimal

Fasilitas

* Ladang Pengembalaan peternakan
* Kandang hewan

* Tempat pembuatan Pakan Termak
* [PAL Kotoran Hewan

* Pagar pembatas ke arah jalan umum atan ke arah pertanian

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KP1

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

kocfisicn dasar bangunan (KDB) maksimum

| 80%




Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

[: kocfisien lantal bangunan (KL B) maksimum 2.1

c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%%

d. luas kaveling minimum -

[ Ketentuan Tata Bangunan

a. ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 m

b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum Minimal ' ROW + 1 m

<. Jarak bebas antar bangunan minimal 4m

d. jarak bebas samping (JBS) minmum 4m

[ jarak bebas belakang (JBB) minimum 4 m
| I Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a_Jalur Pejalan Kaki

= Antar bangunan dibangun jalur pejalan kaki tipe arcade sclebar jorak bebas antar bangunan, dilengkopi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempal duduk, jalur hijou,
tempat sampah, dan papan informasi (Signage).

* Pada bagian tepi jalan di pusat-pusal pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk

o untuk jalan arteri 3.5 m

o untuk jalan kolekior 2,5 m

o untuk jalan lokal 2 m

dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu pencrangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (vang dilalui moda transportasi umum), tempat penycherangan, jalur hijau, tempat sampah,

| dan marka, perambuan, dan papan informasi ( Signage)

b. Ruang Terbuka Hijau
* Jenis vegetasi yang dipilib berupa pohon tnhunen, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atan menyebar

€. Ruang Terbuka Non Hijau , dapat berupa:
* buffer/pembatas fungsi kegiatan dengan ormamen terfentu

d. Utilitas Perkotaan

* hidran umum mempunya jarak minimal 3m dari tepi jalan

= jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel
= dilayani oleh jaringan distribusi listrik

¢. Prasarana Lingkungan

« jalan dapat dilaln kendaraan pemadam kebhakaran

* dibangun sumur biopon secara masif dalam persil’kavling

= dibangun sumur resapan skala lingkungan

* saluran drainasc berupa saluran tertutup di tepi jalan / di bawah jalur pejalan kaki
= penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis

= terlayani oleh sistem pengolahan air mbah terpusat

= disediakan tempat sampah komunal terpilih

| f. Fasilitas Pendukung
* fasilitas penibadatan sesuai kebutuhan

* kantor pengelola




Sub-Zona Kawasan Peruntukan Indusiri dengan kode KFPI

= pos keamanan

= pos keschatan

= pos pemadam kebakaran

* [asilitas pelatihan

* lapangan parkir scsua standar ickniss

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Peromahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

I Ketentuan Intensitas Pemanfanian Ruang

| a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 3.2
c. koefisien dasar hijau (KDH) minirmal 20%

 d. luas kaveling minimum 90 m2
n Ketentuan Tata Bangunan

| a. ketinggian bangunan (TB) maksimum 16 m
b, garis sempadan bangunan (GSB) minimum Minimal }: ROW + | m
C. jarak bebas antar bangunan minimal 1 m
d. jarak bebas samping (JBS) minimum 1 m
. jarak bebas belakang (JBB) minimum 1 m
1l Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

aJalur Pejalan Kaki

1} Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk
o untuk jalan arteri 3.5 m
o untuk jalan kolektor 2,5 m
o untuk jalan lokal 2 m
dilengkapi dengan jalur khusus difsbel, lampu penerangun, ternpat duduk (jalan artert), halte (yang dilahn moda transportast umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah,
_dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage) ——
b. Ruang Terbuka Hijau
* Berupa taman rekreatif skala RW, Kelurahan, kecamatan
* Jenis vegetas) yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menvebar
e, Ruang Terbuka Non Hijau , dapat berupa:
* lempal bermain/rekreasi
* bulfer/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen lerfentu
d. Utilitas Perkotaan
* hidran umum mempunya jarak minimal 3m dan tep: jalan

S




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

« juringan telekomumkasi dilayam oleh jarmgan kabel dan nirkabel
» dilayami oleh jaringan distribusi listrik

¢. Prasarana Lingkungan

+ jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebhakaran

« dibangun sumaur resapan skala lingkungan

* saluran drainase berupa saluran tertutup di fepi jalan / di bawah jalur pejalan kak:

* penyediaan air bersih sesuni dengan standar teknis

» terlayani olch sistem pengolahan air limbah terpusat / memiliki sistem pengolahan air limbah setempat
« disediakan tempat sampah komunal terpilih

{ Fasilitas Pendukung
+ fasilitas pelayanan umum minmal pos jaga, bala pertemuan

» fasilitasi pendidikan minimal taman bacaan, TK, dan 5D

» fasilitasi keschatan minimal balai pengobatan, posyandu, dan tempat prakiek dokter
* fasilitas perdagangan minimal oko, warung, pertokoan, swalayan

+ lapangan parkir sesuai standar leknis

Sub-Zona Perumnhan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80%
b. kocfisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2.4
e koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%
d. luas kaveling mininmm 120 m2
1l Ketentuan Tata Bangunan -
a ketinggian bangunan (TB) maksimum 12m
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum Minimal % ROW + 1 m
€. jarak bebas antar bangunan minimal 1 m
d. ‘jarak bebas samping (JBS) minimum _ I m
e jarak bebas belakang (JAB) minimum I m
11 Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal ]
aJalur Pejalan Kaki = _
1} Pada bagian tepi julan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk
o untuk jalan arteri 3,5 m
o untuk jalan kolektor 2,5 m
o untuk jalan lokal 2 m
dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (vang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah,
dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)
b. Ruang Terbuka Hijau




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R4

* Berupa taman rekreatif skala RW, Kelumbhan, kecamatan
* Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atan menyebar

¢. Ruang Terbuka Non Hijau , dapat berupa:
* lapangan olahraga, tempat bermain/rekreasi
* buffer/pembatas fungsi kegiatan dengan omamen lertentu

d. Unlitas Perkotaan
* hidran umnm mempunya jarak minimal 3m dari tepi jalan

= jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan mrkabel

- dilayani oleh jaringan distribusi listrik S - -
¢. Prasarana Lingkungan

* jalan dapat dilahy kendaraan pemadam kebakaran

= dibangun sumur resapan skala linghkungan

* saluran drainase berupa saluran termutup di tepi jalan / di bawah jalur pejalan kaki

= penyediaan air bersih sesuni dengan standar teknis

* terfayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat / memiliki sistem pengolahan air limbah setempat

* disediakan tempat sampah komunal terpilib

f. Fasilitas Pendukung

* fasilitas pelayanan umum minmal pos jaga, balai pertemuan

* fasiliasi pendidikan minimal taman bacaan, TK, dan 5D

* fasilitasi kesehatan minimal bala pengobatan, posyandu, dan tempat praktek dokier
* fasihitas perdagangan mimmal toko, warung, periokoan, swalayan

* lapangan parkir sesuai standar teknis

Sub-Zona Perumahan adatan t Rendah d kode R-5

1 Ketentnan Intensitas Pemanfaatan

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80"

b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2.1

€. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%

d. luas kaveling minimum 150 m2

1 Ketentuan Tata Bangunan

a ketinggian bangunan (TB) maksimum 12m

b. gans sempadan bangunan (GSB) mimmum Mimmal 2 ROW + 1 m

c. jarak bebas antar bangunan minimal — 1 m

d. jarak bebas samping (JBS) minimum I m

e jarak bebas belakang (JBB) minimum Im

1] Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal - - S S o S
a.Jalur Pejalan Kaki




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5

1) Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk

0 untuk jalan artenn 3,5 m

o untuk jalan kolektor 2.5 m

o untuk jalan lokal 2 m

dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (vang dilalui moda transportasi umum), lempat penyeberangan, jalor hijau, tempat sampah,
dan marka, perambuan, dan papan mformasi (Signage)

b. Ruang Terbuka Hijau
= Berupa taman rekreatif skala RW. Kelurahan, kecamatan
* Jenis vigetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar

¢. Ruang Terbuka Non Hijau , dapat berupa:
* lapangan olahraga, tempatl bermain/rekreasi
_* buffer/pembatas fungsi kegiatan dengan omamen tertentu

d. Utilitas Perkotaan
* hidran umum mempunya jarak minimal 3m dari tepi jalan
* jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel

* dilayani oleh jaringan distribusi Listrik
e. Prasarana Limghkungan
* jalan dapat dilalui kendarasn pemadam kebakaran
= dibangun sumur resapan skala lingkungan
* saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan / di bawah jahur pejalan kaki
* penyediaan air bersih sesum dengan standar teknis
 terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat / memiliki sistem pengolahan air limbah setempat
+ disediakan tempat sampah komunal terpilih

f. Fasilitas Pendukung
» fasilitas pelayanan umum minimal pos jaga, balai pertemuan

* fasilitasi pendidikan minimal taman bacaan, TK, dan SD

* fasilitasi kesehatan minimal balai pengobatan, posyandu, dan tempat prakiek dokter
* fasilias perdagangan minimal oko, warung, pertokoan, swalayan

» lapangan parkir sesuai standar leknis

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Lons Sarana Pela Umom Skala Kota kode SPLU-1
1 [ Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang




Sub-Zona Sarans Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1

- Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a kochisien dasar bangunan (KDB) maksimum T0%

h. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 35

c. koefisien dasar hijou (KDH) minimal 30% === _
d. luas kaveling minimum -

1] Ketentuan Tata Bangunan

a ketinggian bangunan (TB) maksimum 20 m

b. gans sempadan banpunan (GSB) minimuom Minimal ' ROW + 1 m
<. jarak bebas antar bangunan minimal lm

d. jarak bebas samping (JBS) minimum 2m

e. jarak bebas belakang (JBB) minimum 2m

m

aJalur Pejalan Kak

» Antar bangunan dibangun jalur pejalan kaki tipe arcade selebar jarak bebas antar bangunan, dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk, jalur hijo,
tempal sampah, dan papan informasi (Signage).

= Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk

o untuk jalan arteri 3,5 m

o untuk jalan kolekior 2,5 m

o untuk jalan lokal 2 m

dilengkapi dengnn jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalu: moda trunsportast umum), tempat penyebernngun, jalur hijau, tempat sampah,
dan marka, perumbuan, dan papan informasi (Signage)

b. Ruang Terbuka Hijan
* Berupa taman rekreatif skala kota
= lenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar

¢. Ruang Terbuka Non Hijau , dapat berupa:

« plasa untuk berkumpulnya dan aktivitas komunitas

* tempat bermain rekreasi

* buffer/pembatas fungs kegiatan dengan omamen tertentu

d. Utilitas Perkotann

* hidran umum mempunya jarak minimal 3m dari tepi jalan

» jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel
* dilayani oleh jaringan distribusi listrik

¢. Prasarana Lingkungan

= jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran

= dibangun sumur bopon secara masif dalam persil’kaviing

* dibangun sumur resapan skala lingkungan

* saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan / di bawah jalur pejalan kaki
* penyediann air bersih sesuai dengan standar teknis

* terlayami oleh sistem pengolahan air limbah terpusat




Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1

* disedinkan tempat sampah komunal terpilih

f. Fasilitas Pendukung

= fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan
* tempat perhentian kendaraan

* pos keamanan

* pos keschatan

* pos pemadam kebakarnn

* lapangan parkir sesum standar teknis

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPL-2

1 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum T0%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2.8
€. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%
d. luas kaveling minimum -
1} Ketentuan Tata Bangunan
a kelinggian bangunan (TH) maksimum 16 m
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum Minimal % ROW + | m
A jarak bebas nntar bangunan minimal Im
d jarak bebas samping (JBS) minimum 2m
£ Jarak bebas belakang (JBB) minimum 2m
11 Keientuan Prasarana dan Sarana Minimal

atalur Pejalon Kaki

* Antar bangunan dibangun jalur pejalan kaki tipe arcade selebar jarak bebas antar bangunan, dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk, jalur hijan,
tempat sampah, dan papan informasi (Signage).

* Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk

o untuk jalan arteri 3,5 m

o untuk jalan kolektor 2,5 m

o untuk jalan lokal 2 m

dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah,
dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage )

b. Ruang Terbuka Hijan
* Berupa taman rekreatif skala kecamatan

« Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tabunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar
¢. Ruang Terbuka Non Hijau , dapat berupa:
* plasa untuk berkumpuinya dan aktivitas komunitas

= lgmpat bermain/rekreasi




Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

_* bulfer/pembatas fungsi kegatan dengan ormnamen tertentu

d. Utilitas Perkotaan
* hidran umum mempunya jarak munimal 3m dan tepi jalan

« jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel
« diloyani oleh jaringan distribusi listrik

€. Prasarana Lin

= jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran

= dibangun surmur biopori secara masif dalam persilkavling

* dibangun sumur resapan skala hngkungan

* saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan / di bawah jalur pejalan kaki
* penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis

* lerlayani oleh sistemn pengolahan air limbah terpusat

|+ disediakan tempat sampah komunal terpilih

f. Fasilitas Pendukung

= fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan
* tempat perhentian kendaraan

= pos keamanan

= pos kesehatan

= pos pemadam kebakaran

* lapangan parkir sesuai standar teknis

Sub-Zona Sarana Pelnyanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 6%

b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,8

e, koefisien dasar hijan (KDH) minimal 4%

d, luas kaveling minimum 3

1l ketentuan Tata Bangunan

a ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 m
| b, garis sempadan bangunan (GSB) minimum Minimal /4 ROW + 1m

c. jarak bebas antar bangunan minimal I m

d. Jarak bebas samping (JBS) minimum I m

e, Jjarak bebas belakang (JBB) minimum 1 m

11}

a Jalur Pejalon Kaki

* Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk

o untuk jalan arteri 3.5 m




Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

o untuk jalan kelektor 2.5 m

o untuk jalan lokal 2 m

dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan artert), halte (vang dilalui moda transportasi umum), tempat penycberangan, jalur hijaw, tempat sampah,
dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)

b. Ruang Terbuka Hijau
* Berupa taman rekreatif skala kelurahan
* Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secarn berkelompok atau menyebar

c. Ruang Terbuka Non Hijau , dapat berupa:

= tempal bermain/rekreasi
* buffer’pembalas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu
d. Utilitas Perkotaan

* hidran umum mempunya jarak minimal 3m dari tepi jalan
= jaringan telekomunikasi dilayam oleh jaringan kabel dan nirkabel
* dilayani oleh jaringan distribusi listrik

g. Prasarana Lingkungan

* jalan dapat dhlaln kendaraan pemadam kebakaran

» dibangun sumur biopon secara masif dalam persilkavling
* dibangun sumur resapan skala lingkungan

= saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan / di bawah jalur pejalan kaki
= penyediaan air bersih sesual dengan standar teknis

= terlayam oleh sistem pengolahan air hmbah terpusar
» disediakan tempat sampah komunal terpilih

f. Fasilitas Pendukung

« fasilitas peribadatan sesvai kebutuhan
= tempal perhentian kendaman

* pos kcamanan

* pos keschatan

= pos pemadam kebakaran

* lapangan parkir scsuai standar (cknis

Zona Campuran dengan kode C




Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kede C-1

Ketentuan Intensiias Pemanfaatan Ruang

1

a koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum R

b. kocfisien lantai bangunan (KLB) maksimum 3.3
€. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%

d. luas kaveling minimum =

1) Ketentuan Tata Bangunan

i, ketinggian bangunan (TH) maksimum l6m

b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum Minimal % ROW + I m

e jarak bebas antar bangunan minimal - I m

d. Jarak bebas samping (JBS) mimimum 1m

€. _jarak bebas belakang (JBB) minimum I m

11} Ketenfuan Prasarana dan Sarana Minimal

a_Jalur Pejalan Kalka

* Antar bangunan dibangun jalur pejalan kaki tipe arcade selcbar jarak bebas antar bangunan, dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu pencrangan, tempat duduk, jalor hijau,
tempat sampah, dan papan informasi (Signage).

* Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk

o untuk jalan arteri 3.5 m

o untuk jalan kolekior 2.5 m

o untuk jalan lokal 2 m

dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu pencrangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transporias: umum), tempat penyeberangan, jalur hyjau, tempat sampah,

| dan marka, perambuar, dan papan informasi (Signage)

b. Ruang Terbuka Hijau
* Berupa taman rekreatif skala kota
« Jenis vegetasi dipilih hon tah dan semak ditanam secura berkelompok stau menyebar

¢. Ruang Terbuka Non Hijau , dapat berupa:

'plnn untuk berkumpulnya dan aktivitas komunitas
tempal bermain/rekreasi

« buffer/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu

d. Lhilitas Perkotaan

* hidran umum mempunya jaruk mimimal 3m darni tep jalan

» jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel
* dilayani oleh jaringan distribusi listrik

e. Prasarana Linghkungan
* jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran
» dibangun sumur biopori secara masif dalam persilkavling

* dibangun sumur resapan skala ingkungan

= saluran drainase berupa saluran tertutup di teps jalan / di bawah jalur pejalan kaki




= penyediaan air bersih sesuni dengan standar teknis
» terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat
* disediakan tempat sampah komunal terpilih

I. Fasilitas Pendukung

« fasilitas peribadutan sesuwi kebutuhan
* tempal perhentian kendaraan

* pos keamanan

« pos kesehatan

= pos pemadam kcbakaran

* lapangan parkir sesuai standar teknis

b-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2

Ketentuan Intensitas Pemanfantan Ruang

kocfisien dasar bangunan (KDB) maksimum T

koefigien lantai bangunan (KLB) maksimum z.1

kocfisien dasar hijau (KDH) minimal 3Pe

luas kaveling minimum -

Ketentuan Tata Bangunan = —

ketinggian bangunan (TH) maksimum 12 m

garis sempadan bangunan (GSB) minimum Minimal s ROW + I m

jarak bebas antar bangunan minimal I m

jarak bebas samping (JBS ) minimum 1 m

o leln lols lmie e for|s oo

jarak bebas belakang (JBB) minimum I m

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a.Jalur Pejalan Kaki

= Antar bangunan dibangun jalur pejalan kaki tipe arcade selebar jarak bebas antar bangunan, dilengkapi dengun jalur khusus difabel, lampu pencrangan, tempat duduk, Julur hijau,
tempat sampah, dan papan informasi (Signage).

= Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk

o untuk jalan arteri 3.5 m

o untuk jalan kolektor 2,5 m

o untuk jalan lokal 2 m

dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu pencrangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau. tempat sampah,
|_dan marka, perambuan, dan papan mformasi (Signagc)

b. Ruang Terbuka Hijau
= Berupa taman rekreatif skala kota
= Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menychar

¢. Ruang Terbuka Non Hijau , dapal berupa:




* plasa untuk berkumpulnya dan aktivitas komunitas
* tempat bermain/rekreasi

| * buffer/pembatas fungsi kegiatan dengan omamen tertentu

d. Unlitas Perkotaan

* hidran umum mempunya jerak minimal 3m dan tepi jalan

* jaringan telekomunikasi dilayani oleh joringan kabel dan nirkabel
* dilayani oleh jaringan distribusi listrik

€. Prasarana Li
= jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran
* dibangun sumur biopori secara masif dalam persil’kavling
= dibangun sumur resapan skals lingkungan
* suluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan / di bawah jalur pejalan kaki
= penyediman air bersih sesuai dengan standar teknis
= terlayani oleh sistem pengolahan air limbah
= disediakan tempat sampah komunal terpilih

f. Fasilitas Pendukung

= fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan
= tempat perhentian kendaraan

* pos keamanan

* pos kesehatan

* pos pemadam kebakaran

* lapangan parkir scsuai standar tcknis

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan Jasa Skala Kota dengan kode K-1

1 hetentuan Intensitas Pemanfastan Ruang
| & koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80%
b. kocfisicn lantai bangunan (KLB) maksimum 3,2
€. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%
 d. luas kaveling minimum -
- Ketentuan Taia Bangunan
a ketinggian bangunan (TB) maksimum 16 m
|_b_. garis sempadan bangunan (GSB) minimum Mimimal ¥ ROW + I m
c. Jarak bebas antar bangunan msnimal Im
d. jarnk bebas samping (JBS) minimum l m
e. Jarak bebas belakang (JBB) minimum I m
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Ketentuan Prasarane dan Sarana Minimal

g Jalur Pejalan Kala

* Antar bangunan dibangun jalur pejalan kaki tipe arcade selebar jarak bebas anter bangunan, dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu pencrangan, tempat duduk, jalur hijau,
tempat sampah, dan papan informasi (Signage).

« Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk

o unfuk jalan arteri 3,5 m

o untuk jalan kolektor 2,5 m

o untuk jalan lokal 2 m

dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halie (vang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampabh,

| dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)

b. Ruang Terbuka Hijau
* Berupa taman rekreatif skala kecamatan

| * Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tshunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar .

¢. Ruang Terbuka Non Hijau , dapat berupa:

* plasa untuk berkumpulnya dan aktivitas komunitas

« koridor pendukung jalur peyalan kaki

* tempat bermain/rekreas:

= buffer/pembatas i kegiatan dengan ornamen terientu

d. Utilitas Perkotaan
* hidran umum mempunya jarak minimal 3m dan tepi jalan

« jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel
= dilayani olch jaringan distribusi listrik

¢. Prasarana Lingkungan

« jalan dapat dilahn kendaraan pemadam kebakaran

= dibangun sumur biopori secam masif dalam persilkaviing

* dibangun swmur resapan skala ingkungan

* saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan / di bawah jalur pejalan kaki
* penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis

= terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat

* disediakan tempat sampah komumal terpilih

f. Fasilitas Pendukung

= fasilitas peribadatan sesuai kebutuban
= iempal perhentinn kendarsan

= pos keamanan

= pos kesehatan

* pos pemadam kebakaran

= lupangan parkir sesua standar teknis




Sub-Zona Perdagangan Jasa Skala WP dengan kode K-2

1 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
n koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2.4
€, koefisien dasar hijan (KDH) minimal 20%
d. luas kaveling minimum -
n Ketentvan Tata Bangunan
a ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 m
b. ' (GSB) mmimum Mimimal ¥ ROW < 1 m
c. Jarak bebas anter bangunan minimal I m
d, jarak bebas samping (JBS) minimum I m
e Jarak bebas belakang (JBB) minimum I m
m Ketentuan Prasarana dun Sarana Minimal

a.Jalur Pejalan Kaki

* Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tupe sidewalk

o untuk jalan arteri 3,5 m

o untuk jalan kolektor 2.5 m

o untuk jalan lokal 2 m

dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempar duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda ransportasi umum), tempat penyeberungan, jalur hijau, tempat sampah,
dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)

b, Ruang Terbuka Hijau
= Berupa taman rekreatif skala kota
* Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tashunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar

¢. Ruang Terbuka Non Hijau , dapat berupa:

* plasa untuk berkumpulnya dan aktivitas komunitas

* koridor pendukung jalur pejalan kaki

* tempal bermuin/rekreasi

* buffer/pernbatas fiungsi kegiatan dengan ornamen tertentu

d. Utilitas Perkotaan

* hidran umum mempunya jarak minimal 3m dari tepi jalan

* jaringan telekomunikasi dilavani oleh jaringan kabel dan nirkabel
* dilayani oleh jaringan distribusi listrik

. Prasarana Lingkungan

» jalan dapat dilahn kendaraan pemadam kebakaran

» dibangun sumur biopor secara masif dalam persil/kavling

« dibangun sumur resapan skala lingkungan

» saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan / di bawah jalur pejalan kaki

* penyediaan air bersih sesuai dengan stundar teknis




Sub-Zona Perdagangan Jasa Skala WP dengan kode K-2

= terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat
» disediakan tempat sampah komunal terpilih

f. Fasilitas Pendukung
« fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan
* tempat perhentian kendaraan

= pos keamanan

Lona Jasa Skala SWP dengan kode K-3

Ketentuan Intensitas Pemanfantan

kocfisicn dasar I:-Ingmm !_KDB] maksimum T0%

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1

koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%

luas kavehing minimum -

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (THB) maksimum 12 m

_gans sempadan bangunan (GSB) mimmum Minimal % ROW + | m

jarak bebas antar bangunan minimal I m

jarak bebas samping (JBS) minimum 1 m

jarak behas belakang ( JBB) minimum 1 m

(o [0 == l=le]n o] -;

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

aJalur Pejalan Kaki

* Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalun kaki tipe sidewalk

o untuk jalan arteri 3.5 m

o untuk jalan kelekior 2.5 m

o untuk jalan lokal 2 m

dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah,
dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)

b. Ruang Terbuka Hijau
* Berupa taman rekreatif skala Kecamatan
| = Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar

[ c. Ruang Terbuka Non Hijau , dapat berupa:
« koridor pendukung jalur pejalan kaki
* buffer/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu

d. Utilitas Perkotsan




Sub-Zona Perdagangan Jasa Skala SWF dengan kode K-3 . "

* hidman umum mempunya jarak mmimal 3m dan teps jaian
* joringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel
= dilayani oleh jaringan distribusi listrik

€. Prasarana Lingkungan

« jalan dapat dilahn kendaraan pemadam kebakaran

= dibangun sumur biopor secara masif dalam persil’kaviing
= dibangun sumur resapan skala lingkungan

= saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan / di bawah jalur pejalan kaki
« penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis
= terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat
+ disediakan tempat sampah komunal terpilih

f. Fasilitas Pendukung

+ fasilitas peribadatan sesual kebutuhan
* tempat perhentian kendaraan

= pos keamanan

= pos kesehatan

« pos pemadam kebakaran

 lapangan parkir sesuai standar teknis

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

1 Keteniuan Intensitas Pemanfantan Ruang
a koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum B0%
b. kocfisien lantai bangunan (KLB) maksimum 24
c. koefisien dasar hijau ( KDH) minimal 20%
d. luas kaveling minimum -
1) Ketentuan Tata Bangunan
a ketinggian bangunan (TH) maksimum 12m
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum Minimal ¥ ROW + | m
c. bebas antar bangunan minimal I m
d jarak bebas samping (JBS) minimum 1 m
e. ‘jarak bebas belakang (JBER) minimum I m
1m Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a_Jalur Pejalan Kaki E——— —
» Antar bangunan dibangun jalur pejalan kaki tipe arcade selebar jarak bebas antar bangunan, dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat dudul, jalur hijaw,




Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

tempat sampah, dan papan nformasi (Signage).

= Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanon dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk

o untuk jalan arteri 3,5 m

o uniuk jalan kolekior 2,5 m

o untuk jalan lokal 2 m

dilengkapi dengnn jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah,
dan marka, perambuan, dan papan informas: (Signage)

b. Ruang Terbuka Hijau
* Berupa taman rekreatif skala kota
= Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atan menyebar

¢. Ruang Terbuka Non Hijau , dapat berupa:
= plasa untuk berkumpulnya dan sktivitas komunitas

= buffer/pembatas fungsi kegiatan dengan omamen terientu

d. Utilitag Perkotaan

= hidran umum mempunya jarak minimal 3m dari teps jalan

= jaringan telekomunikasi dilayam oleh jaringan kabel dan nirkabel
* dilayani oleh jaringan distribusi listrik

¢. Prasarana Lingkungan

= jalan dapat dhlaln kendaraan pemadam kebakaran

= dibangun sumur biopon secaras masif dalam persil’kaviing
= dibangun sumur resapan skala lingkungan

= saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan / di bawah jalur pejalan kaki
= penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis

= terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat

» disediakan tempat sampah komunal terpilih

f. Fasilitas P

« fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan

= tempat perhentian kendaraan

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK




| Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

| Ketentuan Intensitas Pemanfastan Ruang
2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%

b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1.2

c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 0% =

d. luas kaveling minimum =

(1] Ketentuan Tata Bangunan

a. ketinggian bangunan (TB) maksimum Em

b. paris sempadan bangunan (GSB) minimum Minimal % ROW + 1 m
€. jarak bebas antar bangunan minimal I m

d. jarak bebag samping (JBS) minimum l m

e jarak bebas belakang (JBB) minimum 1 m

m Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

| aJalur Pejalan Kaka

« Antar bangunan dibangun jalur pejalan kaki tipe arcade selebar jarak bebas antar bangunan, dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu pencrangan, tempat duduk, jalur hijau,
tempat sampah, dan papan informasi (Signage).

* Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk

o untuk jalan arteri 3.5 m

o untuk jalan kolekior 2,5 m

o untuk jalan lokal 2 m

dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah,

_dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)

b. Ruang Terbuka Hijau
* Berupa tuman rekreatif skala Kecamatan

= Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar

¢. Ruang Terbuka Non Hijau , dapat berupa:
» buffer/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu

d. Utilitas Perkotaan
= hidran umum mempunya jarak minimal 3m dani tepi jalan

= jaringan telekomunikasi dilayam oleh jaringan kabel dan nirkabel
= dilayani oleh janngan distnbusi listrik

e. Prasarana Lingkungan

* jalan dapat dilaloi kendaraan pemadam kebakaran

* dibangun sumur biopori secara masif dalam persil’kaviing

= dibangun sunur resapan skala lingkungan

* saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan / di bawah jolur pejalan kaki
* penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis

= terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat




| Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

* disediakan tempat sampah komunal terpilih

f. Fasilitas Pendukung
* fasilitas peribadatan sesuai kebuluhan

* kanior pengelolan

* tempat perhentian kendaraan

= pos keamanan

= pos keschatan

* posd pemadam kebakaran

* lapangan parkir sesuai standar teknis

Zona Badan Jalan dengan kode B.J

b-Zona Badan Jalan dengun kode BJ

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 95%

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0.05

koefisien dasar hijuu (KDH) minimal 3%

luss kaveling minimum

Ketentuan Tata

fanty Bangunan

garis sempadan bangunan (GSB) minimum :

Jarak bebas antar bangunan mimmal

jarak bebas samping (JBS) minimum =
Jjarak bebas belakang (JBE) minimum .

zlelalo|re |zlals 7|e =

:

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a.Jalur Pejalan Kaki

1) Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewnlk

o untuk jalan arteri 3.5 m

o untuk jalan kolektor 2,5 m

o untuk jalan lokal 2 m

dilenghkapi dengan jalur khusus difabel, lampu pencrangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umumy, 1 yeheran jalur hijau, :
dan marka, perambuan. dan papan informas (Signage ) s il T

b, Ruang Terbuka Hijau
* Berupa jalur hijau di sekitar badan jalan
* vegetasi herupa pepohonan dan rumput

¢. Ruang Terbuka Non Hijau , dapat berupa:




Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ

» Berupa buffer/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu

d. Utilitas Perkotaan

¢. Prasarana Lingkungan
* saluran drainase berupa saluran terbuka/tertutup di tepi jalan

I. Fasilitas Pendukung

= Rambu dan Marka Jalan
Pencrangan Jalan Umum
Median Jalan

Lampu Lalu lintas

Pulau Jalan
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